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KATA PENGANTAR 
 
Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pionir 
dalam sejarah pejalanan Hutan Desa di Indonesia.  Hutan Desa tersebut telah mendapatkan 
penetapan areal kerja Hutan Desa dari Menteri Kehutanan pada tahun 2010 dengan luas 704 
ha, yang terbagi ke dalam dua wilayah kelola desa yaitu Desa  Pattaeneteang dan Desa Labbo 
serta satu Kelurahan Campaga. Perkembangan pengelolaan Hutan Desa di lokasi tersebut 
sangat progresif, pada tahun yang sama Hutan Desa di lokasi tersebut telah mendapat Hak 
Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur sebagai bentuk legitimasi dari pemerintah daerah dalam 
konteks pengelolaan hutan desa di lapangan. Pasca pemberian hak kelola, banyak upaya-upaya 
yang telah dilakukan dalam pengelolaan  Hutan Desa sehingga banyak proses pembelajaran 
lapangan kreatif dan inovatif yang penting untuk dipelajari para pihak. 
 
Proses pembelajaran tersebut diawali dari bagaimana menginternalisasi program Hutan Desa di 
tengah adanya ketidaksepahaman tata kelola tenurial yang terjadi pada saat itu. Reforma 
agraria menjadi salah satu isu sebagai pintu masuk  penyelesaian konflik tenurial yang terjadi 
sudah cukup lama. Pada akhirnya, skema Hutan Desa dapat diterima sebagai solusi 
pemantapan kawasan yang diakibatkan adanya perbedaan paham tenurial antara Tata Guna 
Hutan Masyarakat (TGHM) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).   
 
Kreativitas dan upaya terobosan lainnya terlihat pada proses penguatan kelembagaan. Proses 
transformasi lembaga lokal pengelola hutan menjadi lembaga formal pengelola hutan desa 
dalam bentuk BUMDes dan BUMMas menjadi catatan menarik tersendiri. Penetapan BUMMas 
merupakan solusi bentuk kelembagaan usaha yang mereka ciptakan untuk mewadahi tipologi 
kelembagaan di bawah pemerintahan kelurahan.  Melalui kedua lembaga formal tersebut 
aturan main pengelolaan Hutan Desa disepakati dan dipatuhi. Semangat dan kesungguhan 
masyarakat lokal untuk menjaga keberadaan hutan tercermin dalam aturan main di kedua 
lembaga tersebut.   
 
Pandangan masyarakat terhadap pentingnya keberadaan hutan dilandasi oleh kedudukan 
hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Keberadaan Hutan Desa selain memberikan 
manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, juga memberikan nilai tidak langsung “intangible 
value” atau nilai jasa lingkungan hutan.  Nilai manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat 
antara lain pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK), dalam buku ini disebutkan bahwa 
madu, buah,  rotan dan tanaman hias menjadi unggulan. Hasil unggulan langsung yang tak 
kalah pentingnya adalah hasil tanaman kopi.  Air menjadi nilai jasa lingkungan yang ternyata 
memiliki nilai ekonomi tidak langsung sangat besar.  Air yang selama ini dianggap sebagai 
barang publik  dan hanya bermanfaat mengairi sawah untuk subsisten oriented, ternyata 
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain untuk keperluan irigasi air ini pun 
dimanfaatkan sebagai sumber air baku air bersih dan penghasil listrik melalui mikrohidro. 
Penjelasan perhitungan nilai ekonomi yang ditonjolkan dalam buku ini memberikan 
pemahaman yang sangat jelas bahwa nilai ekonomi dari jasa lingkungan hutan desa dapat 
diandalkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal.  Nilai-nilai inilah yang 
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penting menjawab keraguan berbagai pihak akan dampak dan manfaat nyata dari pengelolaan 
Hutan Desa. 
       
Perjalan panjang pengelolaan di atas tentunya tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan 
dari para pihak. Proses pendampingan yang cukup intensif sejak tahun 2005 yang dilakukan 
oleh RECOFTC dan UNHAS memberikan pondasi yang kuat bagi masyarakat tentang bagaimana 
tata kelola hutan secara arif, baik dan benar.  Dukungan pemerintah daerah yang kondusif dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi faktor eksternal yang cukup penting dalam menjaga 
dan mengawal kelangsungan proses pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng, sehingga 
tetap pada koridornya.       
 
Tidak lupa saya memberikan apresiasi setinggi tingginya dan ucapan terima kasih khususnya 
kepada tim penulis yang telah berupaya untuk memberikan karya terbaiknya dan semua pihak 
yang telah membantu terbitnya buku “Hutan Desa dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat 
Desa di Kabupaten Bantaeng” ini. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran cerita sukses 
pengelolaan Hutan Desa, sekaligus menginspirasi para pihak untuk tetap terus bersemangat 
dan berjuang untuk mewujudkan cerita-cerita sukses ditempat lainnya.    
 
 
Direktur Bina Perhutanan Sosial, 
 
 
 
Dr. Haryadi Himawan, MBA 
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Kata Pengantar Bupati Bantaeng 
 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng, memprogramkan Pembangunan Hutan Desa secara 
bertahap di seluruh desa yang memiliki potensi sumber daya hutan. Pada tahap awal,  program 
diimplementasikan pada tiga desa di Kelompok Hutan Kecamatan Tompobulu, yaitu Desa 
Labbo, Desa Pattaneteang, dan Kelurahan Campaga. Sumberdaya hutan pada kelompok hutan 
ini didominasi kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis bagi pengaturan sistem tata 
air wilayah Kabupaten Bantaeng, rawan konflik, potensi hutan rakyat besar, serta aktifitas 
pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat relatif tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantaeng  
berkomitmen untuk terus mengembangkan Hutan Desa pada desa lainnya melalui pendekatan 
multisektor. 
Melihat hutan desa yang dibangun pada ketiga desa tersebut telah memberikan dampak 
sosial ekonomi kepada masyarakat desa, maka saat ini juga Pemerintah Kabupaten Bantaeng 
telah mebuat kebijakan untuk mengusulkan seluruh kawasan hutan di Kabupaten Bantaeng 
untuk dikelola oleh masyarak melalui skema hutan desa dan sebagian juga dengan skema hutan 
kemasyarakatan pada tahun 2010. 
Kabupaten Bantaeng memiliki kekayaan sumber daya hutan yang relatif kecil  dibanding 
kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yakni hanya 0,3% dari total kawasan hutan Sulawesi 
Selatan. Namun demikian, kawasan hutan tersebut mempunyai arti penting bagi masyarakat 
Kabupaten Bantaeng dan wilayah-wilayah di sekitarnya karena dari sekitar 6.222 ha luas 
kawasan hutan Kabupaten Bantaeng, terdapat kawasan hutan lindung seluas 2.773 ha atau 
sekitar 44,6%, yang mempunyai fungsi hidroorologis penting bagi masyarakat Kabupaten 
Bantaeng dan kabupaten lain di sekitarnya. Untuk itu, program hutan desa saya harapkan dapat 
menjadi salah satu solusi dalam melestarikan hutan.  
Kabupaten Bantaeng akhirnya telah mendapatkan sebuah capaian bahwa kabupaten ini 
telah dikeluarkan dari daftar daerah tertinggal oleh pemerintah, dan saat ini mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang baik. Untuk itu program hutan desa kami yakini dapat menjadi 
salah satu program yang dapat menumbukan ekonomi sektor riil dan mendukung pemerataan 
ekonomi karena hutan desa menyentuh masyarakat petani hutan di desa.  
 
BUPATI BANTAENG  
 
 
H.M. NURDIN ABDULLAH 
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 Kata Pengantar Penulis 
 
Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng  telah memasuki tahap pengelolaan khususnya pada tiga 
desa/lokasi yang telah mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan.  Sebelum penulisan buku ini,  telah terbit  buku tentang Konsep, Proses, dan Refleksi 
Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng yang juga kami tulis dan diterbitkan oleh RECOFTC.  
Pada buku sebelumnya lebih  memotret proses perjalanan pembangunan Hutan Desa selama kurun 
waktu 2008-2010, sedangkan  buku ini  menuliskan hasil pengkajian kami terhadap dampak sosial 
ekonomi dari adanya program Hutan Desa. Betulkah Hutan Desa memberikan dampak sosial ekonomi 
bagi masyarakat, dan betulkah Hutan Desa dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari resolusi konflik 
pengelolaan sumberdaya hutan dan reformasi agraria di sektor kehutanan? 
Buku ini menjawab pertanyaan-pertanyan tersebut dengan ulasan fakta yang cukup lugas. 
Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada  
1. Bupati Bantaeng atas kesediannya mengantarkan buku ini dengan kalimat pengantar  
2. Direktorat Bina Perhutanan Sosial atas inisiatifnya dalam penyusunan buku ini  
3. Kemitraan atas dukungannya dalam penerbitan buku ini 
4. Tim Peneliti Hutan Desa di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin 
5. BALANG Sulsel 
6. FKKM Wilayah Sulsel 
7. Pemerintah Desa Labbo, Pemerintah Desa Pattaneteang, dan Pemerintah Kelurahan Campaga 
8. Direktur BUMDes Ganting, Direktur BUMDes Sipakainga, Direktur BUMMAS Babang Tangayya 
9. Masyarakat petani hutan, kelompok tani hutan di Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan 
Campaga 
10. Masyarakat hilir yang juga menjadi responden kami di lima desa/kelurahan sekitar Hutan Desa 
Campaga 
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng 
12. Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng 
13. PDAM Kabupaten Bantaeng 
14. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, dan 
15. Segenap pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu 
Kami tentunya terbuka atas kritikan dan masukan yang dapat menyempurnakan buku ini, dan 
tentunya kami harap buku ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam membangun 
kebijakan terutama memberikan pelayanan publik dan menciptakan sistem pembayaran jasa lingkungan 
terhadap produk jasa lingkungan yang diberikan oleh Hutan Desa, dan juga produk-produk hasil hutan 
non kayu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pelestarian Hutan Desa itu 
sendiri. 
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Ringkasan Eksekutif 
 
Sebagian besar (54,4%) kawasan hutan Kabupaten Bantaeng saat ini dalam kondisi kritis 
yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya. Konversi kawasan hutan menjadi lahan 
budidaya pertanian dan perkebunan rakyat merupakan pemicu utama terjadinya degradasi 
hutan. Sedangkan faktor pemicu laju degradasi lahan di luar kawasan hutan adalah 
meningkatnya aktivitas penebangan hutan rakyat baik untuk tujuan produksi kayu maupun 
untuk tujuan konversi lahan hutan rakyat menjadi areal tanaman semusim. Aktivitas-aktivitas 
tersebut  didukung dengan sistem tenure tradisional yang sangat kuat sehingga akan berpotensi 
menjadi sumber-sumber konflik apabila sistem tenure tradisional tersebut tidak diadaptasi dan 
disinergikan dengan sistem tenure formal pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Salah satu 
bentuk intergrasi tersebut adalah skema Hutan Desa yang sedang dilaksanakan pada tiga lokasi 
di Kabupaten Bantaeng (Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Campaga) sejak tahun 
2008. Pada tanggal 21 Januari 2010, Menteri Kehutanan menetapkan areal kerja hutan desa 
pada Desa Pattaeneteang, Desa Labbo, dan Kelurahan Campaga seluas ± 704 ha, dan pada 
tanggal 22 November 2010, lembaga pengelola hutan desa pada tiga desa/kelurahan tersebut 
mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Gubernur Sulawesi Selatan. Buku ini 
membahas aspek-aspek kelola tenurial, kelola kelembagaan, dan kelola penghidupan dalam 
pengelolaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng. 
Tata kelola tenurial dapat dilihat pada misi “reforma agraria” (secara tidak langsung)  pada 
lahan-lahan masyarakat yang terlanjur “dikuasai masyarakat” yang berada di areal kawasan 
hutan. Pada pedoman pengelolaan hutan desa Labbo, telah dibuat keputusan bahwa mereka 
yang mengelola areal hutan desa adalah diprioritaskan bagi mereka yang telah mamanfaatkan 
hutan pada areal kerja hutan desa dan mereka yang tergolong kategori miskin. Dengan syarat 
tersebut telah dilakukan pengaturan kembali lahan-lahan kelola masyarakat yang ada di dalam 
areal kerja hutan desa Labbo. Sedangkan di Hutan Desa Pattaneteang, terdapat konflik 
pemanfaatan hutan antara petani yang mengelola lahan di dalam kawasan hutan dengan alas 
hak berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak) dengan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Bantaeng.  Pengelolaan hutan Desa Pattaneteang telah berhasil 
menjadi solusi koflik tersebut. Proses transformasi hak, manfaat, dan peran oleh para pihak 
dalam pembangunan hutan desa Bantaeng telah berlangsung dan masih sedang berlangsung 
sejak program tersebut dimulai hingga sat ini.  
Tata kelola kelembagaan ditandai dengan penataan dan penguatan kelembagaan 
masyarakat mengelola hutan. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) adalah salah satu wujud tata kelola kelembagaan dalam pengelolan hutan 
desa. Sistem kelembagaan pengelolaan hutan oleh BUMDES tersebut tetap mengakomodasi 
system kelembagaan lokal yang ada. Seperangkat norma dan perilaku masyarakat dalam 
memanfaatkan hutan telah menjadi referensi utama dalam penguatan kelembagaan BUMDES 
mengelola hutan desa.  
ix 
 
Sistem kelembagaan pengelolaan hutan desa pada prinsipnya sama untuk tiga 
desa/kelurahan yaitu mencakup seperangkat aturan bersama, perilaku bersama, untuk 
mencapai tujuan bersama.  Aturan-aturan bersama tersebut antara lain: setiap petani dilarang 
mengubah  status dan fungsi  kawasan hutan desa, dilarang  memindah tangankan hak 
penggarapan, menggadaikan, dan atau menjaminkan, dilarang menebang  pohon, dilarang 
menggerek pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon kecuali untuk pohon yang diambil 
getahnya atau kulitnya seperti nangka, kayu tanning, karet, dan lain-lain.  Selain itu juga 
dilarang membakar belukar atau rumput untuk membersihkan lahannya dan atau untuk 
perluasan lahan, dilarang mengambil hasil hutan  pada lahan orang lain seperti rotan, bambu, 
janur madu, jamur, tanaman hias tanpa izin dari  petani penggarap lahan tersebut, dilarang 
menggembalakan ternak pada lahan orang lain tanpa seizin dari petani pengarapnya.  
Pengurus BUMDEs  juga telah mengatur sanksi kepada setiap petani pengelola yaitu:  
setiap petani pengelola yang tidak mengelola area hutan desa yang menjadi haknya dalam 
jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kesepakatan dibuat, maka  akan 
diberi peringatan secara lisan ataupun tertulis. Aapabila telah tiga kali diberi peringatan dan 
tidak hiraukan, maka kontrak perjanjian antara petani dengan BUMDES akan batal dengan 
sendirinya. Areal hutan desa selanjutnya dikembalikan kepada BUMDES untuk diberikan kepada 
petani lainnya. Petani penggarap yang tidak menyetor kewajiban bagi hasilnya kepada BUMDes 
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dievaluasi keanggotaannya, dan 
BUMDES berhak untuk membatalkan kontrak dengan petani tersebut. Petani penggarap yang 
terbukti melakukan penebangan pohon, pembabatan, perambahan dan pembakaran hutan dan 
atau pencurian, maka hak penggarapannya  dibatalkan dan akan diproses sesuai hukum yang 
berlaku. Petani penggarap yang terbukti  mengambil hasil hutan seperti rotan, bambu, janur, 
madu, tanaman hias, jamur tanpa seizin petani pengelola lahan tersebut, maka dikenakan 
sanksi mengembalikan nilai hasil hutan yang diambilnya sesuai harga pasaran ditambah denda 
sebesar  100% dari harga hasil hutan yang di ambilnya. Petani penggarap yang menyerobot  
lahan petani lain dengan menggeser batas area lahannya ke lahan petani lain, maka akan diberi 
peringatan untuk mengembalikan batas pada tempatnya semula. Apabila telah tiga kali di beri 
teguran lisan ataupun tertulis dan tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda  
sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di kalikan luas lahan yang digesernya dan batas area 
lahannya dikembalikan ke tempatnya semula 
Tata kelola penghidupan ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. 
Tingkat kesejahteraan masyarakat desa-desa di sekitar aral kerja hutan Kabupaten Bantaeng 
relatif masih rendah. Dari sisi indikator ekonomi, sebelum  adanya program hutan desa, setiap 
rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya rata-rata sebesar Rp. 
3.508.936/KK/tahun atau sebesar (73,6%) dari kebutuhan yang mereka anggap ideal sebesar 
Rp. 4.767.964/KK/tahun. Sektor pengolahan hasil hutan merupakan sektor unggulan di Desa 
Labbo. Hal ini berarti bahwa sektor pengolahan hasil hutan mempuyai kemampuan 
mendistribusikan output dan membutuhkan input yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain 
sehingga menjadi sektor vital untuk berjalannya kegiatan perekonomian di wilayah hutan desa 
Labbo. Dengan demikian, pengelolaan hutan desa diharapkan akan lebih menggerakkan sektor-
sektor ekonomi di wilayah pedesaan sehingga akan menciptakan pengganda lapangan kerja 
serta pengganda pendapatan bagi masyarakat desa hutan.  
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Sebelum kawasan hutan di Desa Labbo ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa, 
masyarakat telah memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan alam untuk menanam kopi. 
Dengan pengelolaan yang tidak intensif, tanaman kopi tersebut telah memberi kontribusi 
terhadap pendapatan setiap rumah tangga petani sebesar Rp. 978.000,- sampai Rp.  2.000.000,- 
setiap tahun. Masyarakat juga telah memungut madu lebah dari kawasan hutan desa, dengan 
total produksi sebesar 750 sampai 1000 botol setiap tahun. Dengan demikian, pemungutan 
madu tersebut juga telah memberi kontribusi kepada seluruh rumah tangga pemungut sebesar 
Rp. 75.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- setiap tahun.  Setelah mendapatkan hak pengelolaan 
hutan desa, masyarakat akan mengembangkan tanaman kopi secara organik. Luas areal kerja 
hutan desa yang dialoksikan untuk pengembangan kopi organik adalah 126,2 ha. 
Pengembangan kopi organik dengan pola agroforestry berpotensi meningkatkan produksi dan 
pendapatan petani dua sampai tiga kali dari produksi saat ini tanpa mengganggu fungsi lindung 
kawasan hutan. Untuk meningkatkan produksi madu lebah dan mengurangi ketergantungan 
produksi madu dari kawasan hutan desa, masyarakat  telah mengembangkan budidaya lebah 
dengan mengembangkan koloni lebah dari kawasan hutan desa. Pada saat ini terdapat 
sebanyak 102 koloni lebah yang dibudidayakan oleh masyarakat.Budidaya lebah tersebut 
berpotensi meningkatkan produksi madu lebah yang permintannnya masih jauh lebih besar dari 
kemampuan kawasan hutan desa memproduksi madu secara alami. Luas areal kerja hutan desa 
yang telah dialokasikan oleh BUMDEs pengembangan budidaya madu lebah adalah 9,4 ha.   
Naluri bisnis petani nampaknya juga berkembang setelah mereka memperoleh hak 
pengelolaan hutan desa. Buah markisa, yang sebelumnya hanya ditanam di pekarangan rumah 
mereka dan hanya untuk tujuan konsumsi rumah tengga, kini telah dibudidayakan di dalam 
areal kerja hutan desa untuk tujuan komersial. Beberapa petani telah mencoba menanam 
markisa dan telah memanen buah markisa sebanyak 12,5 karung dari areal kelolanya seluas 0,5 
ha, serta mendapatkan penerimaan dari hasil penjualan markisa tersebut sebesar Rp. 
3.125.000,- Luas areal kerja hutan desa yang telah dialokasikan oleh BUMDEs untuk 
pengembangan tanaman markisa seluas 4,3 ha.  
Pengelolaan hasil hutan kayu berupa rotan juga memiliki prospek ekonomi yang baik. 
Potensi rotan tersebar pada tiga blok pengelolaan hutan desa yaitu, Blok Pattiroang, Sarianging, 
dan Blok Batu Lappa di Desa Labbo, serta Blok Ta’salla dan Blok Daulu di Desa Pattaneteang.  
Luas areal kerja hutan desa yang memiliki potensi pengelolaan rotan adalah 93,4 ha, dengan 
potensi sebesar 169.710 batang yang siap panen. Kendala masyarakat mengelola hasil hutan 
rotan selama ini adalah susahnya mengakses perizinan dan pemasaran. Kendala tersebut sudah 
dapat diatasi setelah masyarakat mendapatkan hak pengelolaan hutan desa karena telah 
terbentuk BUMDES yang akan menfasilitasi petani pengeola hutan desa untuk mendapatkan 
izin pemanfaatan hasil hutan rotan serta memfasilitasi pemasarannya. Sebelum mendapatkan 
hak pengelolaan hutan desa, masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengelola secara 
komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai melalui instalasi air 
yang telah dibangun sejak tahun 1988. Kewajiban lembaga pengelola hutan desa untuk 
melindungi kawasan hutan (sebagai konsekwensi dari hak pengelolaan hutan desa) yang 
menjadi catcment area sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan mereka 
bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekwensi dari 
kewajiban untuk melindungi catchment area sungai adalah sejumlah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh BUMDES Gangting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut. Atas 
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kesadaran tersebut, pengurus BUMDES Gangting telah membangun sistem kelembagaan agar 
masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan 
perlindungan hutan. Sistem kelembagaan yang telah dibangun adalah setiap rumah tangga 
pengguna air diwajibkan membayar biaya kompensasi air kepada BUMDES sebesar Rp. 500,- 
setiap bulan sebagai biaya tetap dan  sebesar Rp. 250,- untuk setiap meter kubik air yang 
dikonsumsi.  Jumlah rumah tangga yang mengunakan air melalui instalasi ke rumah mereka 
adalah 428 rumah tangga yang tersebar di 4 dusun di desa Labbo yaitu Dusun Panjang, Dusun 
Pattiro, Dusun Ganting, dan Dusun Labbo. Dari hasil kompensasi air tersebut, BUMDES Ganting 
telah memperoleh penerimaan dari kompensasi air rata-rata sebesar Rp. 700.000,-per 
bulan.Pada saat ini, masyarakat dari luar wilayah administrasi Desa Labbo, juga meminta 
instalasi air dari hutan desa Labbo juga dapat disambungkan ke rumah-rumah mereka.Hal ini 
menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan air telah menjadi unit 
bisnis yang prospektif dalam pengelolaan hutan Desa Labbo.  
Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air telah lama dikelola oleh 
masyarakat Desa Pattaneteang. Aliran air dari Sungai Kulepang yang hulunya berada pada salah 
satu blok pengelolaan hutan desa Pattaneteang (yaitu Blok Daulu) telah diusahakan oleh 
masyarakat sebagai sumber energi pembangkit listrik mikrohidro. Sebagai gambaran adalah, 
unit usaha mikrohidro yang dikelola oleh satu kelompok masyarakat di Dusun Biringere, Desa 
Pattaneteang, memiliki kapasitas 10.000 kWh. Apabila energi listrik sebesar 10.000 kWh 
tersebut diproduksi melalui pembangkit listrik tenaga diesel, dibutuhkan bahan bakar minyak 
berupa solar sebesar 79,2 liter/hari, setara dengan nilai uang sebesar Rp. 356.400,-/hari (asumsi 
harga satu liter solar Rp. 4.500,-). Dengan demikian, pengelolaan hutan desa Pattaneteang 
memberikan nilai secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pattaneteang sebesar Rp. 
356.400,-/hari dalam bentuk biaya substitusi bahan bakar minyak solar untuk memproduksi 
energy listrik sebesar 10.000 kWh. Sebagian dari nilai substitusi tersebut seharusnya dibayarkan 
ke BUMDES Sipakainga sebagai lembaga pengelola hutan desa Pattaneteang yang bertanggung 
jawab untuk menjaga kelestarian catchment area ‘Suangi Kulepang.  
Secara makro, pengelolaan hutan desa memberikan dampak terhadap perekonomian 
wilayah Kabuparen Bantaeng, khususnya hutan desa di Kelurahan Campaga.  Ketergantungan 
industri PDAM Kabupaten Bantaeng terhadap keberlanjutan produksi bahan baku air minum 
dari areal kerja hutan desa adalah salah satu bentuknya. Kontribusi air baku dari catachment 
area hutan desa Campaga terhadap total kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Bantaeng 
adalah sebesar 20 liter/detik atau 15,4% dari total kebutuhan air baku.  Apabila supply air baku 
dari areal kerja hutan desa Campaga terganggu, maka akan menimbulkan kerugian ekonomi 
langsung berupa hilangnya nilai ekonomi penjualan air bagi PDAM Kabupaten Bantaeng sebesar 
Rp. 1.380.641.613/tahun.  
 
 
  
xii 
 
Daftar Singkatan 
 
ADD  : Anggaran Dana Desa 
BUMDes : Badan Usaha Milik Desa 
BUMMas : Badan Usaha Milik Masyarakat 
DAS  : Daerah Aliran Sungai 
DPPKD  : Dinas Pendapatan dan Penganggaran Keuangan Daerah 
GAPOKTAN : Gabungan Kelompok Tani 
GNRHL  : Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
IPKTM  : Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik 
KPH  : Kesatuan Pengelolaan Hutan 
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
NKRI  : Negara Kesatuan Republik Indonesia 
PAD  : Pendapatan Asli Daerah 
PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum 
RECOFTC : (Regional Community Forestry Training Center/RECOFTC for people and forest) 
RKHD  : Rencana Kerja Hutan Desa 
SPPT  : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
TGHK   : Tata Guna Hutan Kesepakatan  
TGHM  : Tata Guna Hutan Masyarakat 
UNHAS : Universitas Hasanuddin 
UU  : Undang-Undang 
 
1 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
 
A. Situasi Umum Kehutanan Masyarakat di Desa 
 
Semenjak republik ini merdeka, maka konsep wilayah desa mengikuti konsep kesatuan 
NKRI dengan nama Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat, 
istilah ini berasal dari Jawa (dari  kata deso), namun penerapan istilah desa tetap mengacu pada 
wilayah yang sudah eksis pada masyarakat yang ada di nusantara.  Walaupun usaha 
mengembalikan konsepsi entitas dan identitas daerah lokal mengalami momentumnya pada 
masa reformasi, seperti kembalinya “nama” Lembang di Tana Toraja dan Nagari di Sumatera 
Barat. Penyeragaman bukan hanya pada peristilahan, namun juga berubahnya struktur dan 
kewenangan.  Konfigurasi penyeragaman seperti terlihat dalam UU No. 5 tahun 1974 yang 
disusul pelemahan desa menjadi hanya sekedar wilayah administrasi terkecil dibawah 
Kecamatan yang tidak mempunyai kekuasaan mengatur diri sendiri, mengakibatkan 
berubahnya struktur, posisi, bahkan wilayah desa. Terjadi banyak pemekaran dan atau 
penggabungan desa-desa yang sering kali tidak memandang faktor asal usul dan kesejarahan, 
sehingga praktis identitas desa asal sebagai suatu wilayah otonom menjadi kabur dan bahkan 
hilang”. 
Desa, kampong, nagari, lembang (di Tana Toraja) atau nama lainnya, merupakan suatu 
kesatuan wilayah yang sangat erat kaitannya dengan sumberdaya hutan. Sumber daya tersebut 
dikelola baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, perlindungan hutan, maupun sebagai 
penanda desa. 
Pada tahun 1984, Pemerintah melakukan penataan kawasan hutan dengan kegiatan Tata 
Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Secara yuridis penataan hutan memang cukup sah dan 
mendapatkan pengakuan secara legal dari Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur dengan 
tanda tangan pada berita acara tentang kawasan hutan.  Namun secara prosedural, sama sekali 
dalam melakukannya tidak partisipatif, masyarakat desa tidak terlibat dalam membangun tata 
ruang kawasan hutan secara partisipatif di seluruh tahapan. Masyarakat desa hanya 
dipekerjakan sebagai buruh pemasang patok pal batas kawasan hutan. Sementara itu 
masyarakat desa memiliki kriteria tata ruang tersendiri. Pemerintah memiliki kriteria fisik dalam 
menentukan tata ruang kawasan hutan, yakni curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah. 
Akhirnya, kriteria pemerintah berbenturan dengan kriteria masyarakat desa yang sangat 
berdampak pada pengaturan tata ruang pedesaan.  Konflik tenurial mulai dirasakan mengalami 
eskalasi yang menaik sampai sekarang. 
Data dari Kementerian Kehutanan Tahun 2010 bahwa dari 31.864 jumlah desa, terdapat 
16.760 desa (52,60%) berada dalam kawasan hutan antara lain dalam hutan lindung terdapat 
6.243 desa, Hutan produksi 7.467 desa, Hutan Produksi terbatas 4.744 desa dan Hutan Produksi 
Konversi 3.848 desa dan Hutan Konservasi sebanyak 2.270 desa. Dari jumlah kepala keluarga 
sebanyak 21.563.447, terdapat sebanyak 448.630 kepala keluarga (2,08%) dalam kawasan 
hutan dan sebanyak 3.956.748 kepala keluarga (18,35%) di tepi kawasan hutan. Data tersebut 
menunjukkan bahwa Desa sangat bersinggungan dengan kawasan hutan. Kata salah seorang 
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masyarakat desa “yang mana sesungguhnya benar, desa yang masuk hutan atau hutan yang 
masuk desa ?” 
Hutan Desa itu eksis secara sosiologis, baik itu berada dalam kawasan hutan (atau hutan 
Negara) maupun berada di luar kawasan (atau hutan hak/rakyat).  Seperti halnya tanah 
bengkok (yang banyak ditemukan di Jawa), tanah kas desa, atau sebutan lainnya telah 
mengalami penurunan fungsi semenjak tata ruang kawasan hutan oleh Negara.  Praktek-
praktek tradisional masyarakat dalam membangun hutan di desa mereka mengalami evolusi 
dari desa ke pemerintah. 
Awang (2003) membagi pengertian Hutan Desa dari beberapa sisi pandang, yaitu : (a) 
dilihat dari aspek teritorial, Hutan Desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi 
sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, 
Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa 
tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Desa, (c) dilihat dari aspek 
pengelolaan, Hutan Desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan 
negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara 
bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai Hutan Desa yang dikelola 
oleh organisasi masyarakat desa.  Awang sendiri lebih cenderung pada pengertian (c) sebagai 
definisi ideal Hutan Desa.  Sementara itu Alam (2003) mendefinisikan Hutan Desa sebagai 
kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi 
desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, 
usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk 
untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan 
pengelolaan hutan. Definisi dari Universitas Hasannudin ini bahkan sudah menyebutkan 
kelembagaan dan aktor pengelolaannya, yang tentu saja akan tergantung pada kondisi lokal 
tiap-tiap desa. 
Santoso Hery (2008) mengungkapkan bahwa hak akses desa terhadap kawasan hutan 
(hutan negara) yang  ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian didefenisikan sebagai 
Hutan Desa. Pada awal menggulirkan konsep Hutan Desa mendefinisikan Hutan Desa sebagai 
kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola oleh masyarakat 
desa tertentu. Satu definisi yang masih umum dan cenderung mengikuti bahasa undang-
undang. Dalam perjalananannya ketika berinteraksi langsung di lapangan, membicarakan 
pengelolaan hutan di desa memang harus holistik dan integrasi dengan pembangunan 
pedesaan.  Sebagai satu kesatuan wilayah maka dari aspek status pengelolaan Hutan Desa 
harus mencakup status hutan negara dan hutan rakyat yang ada di desa tersebut.  Lembaga dan 
aktor pengelola akan tergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing lokasi. Yang pasti 
masyarakat desalah sebagai aktor utama pengelola, meskipun nantinya berbentuk kelompok 
tani, badan hukum perkumpulan, koperasi, dan lain sebagainya. Bahkan, Santoso Hery (2008) 
juga mencatat bahwa konsepsi Hutan Desa juga boleh jadi akan dipandang sebagai tawaran 
kompromi terhadap tuntutan pengakuan hutan adat yang sampai saat ini belum banyak 
mengalami kemajuan.  Namunpun demikian Santoso Hery (2008) juga menggarisbawahi bahwa 
salah satu tantangan utama penyelenggaraan Hutan Desa, boleh jadi akan terkait dengan 
persoalan tarik-menarik lingkaran kalangan elit desa (baca: perangkat desa), atau antara 
kepentingan entitas desa yang notabene adalah entitas politik pusat, dan entitas adat yang 
lebih mewakili sosial ekonomi masyarakat desa.   
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Beberapa rekomendasi kebijakan dalam pembangunan Hutan Desa dikemukakan oleh 
Junus, dkk   (2009) antara lain adalah : (a) semangat pengaturan sebaiknya adalah bagaimana 
agar daerah mampu mengatur diri, (b) sebaiknya isu harus ditempatkan dalam konteks 
demokratisasi, liberalisasi, dan desentralisasi, (c)  pilihan kebijakan harus ditempatkan dalam 
konteks pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat, (d) perlu dilakukan penelitian sejauh mana 
desa bisa diberi hak atas pengelolaan sumber daya, dan kepada siapakah hak itu diberikan, 
apakah kepada komunitas ataukah pada lembaga desa, serta perlu diatur bagaimana mencegah 
terjadinya elit capture, (e) harus dijaga jangan sampai sumber daya yang sifatnya public goods 
kemudian malah diprivatisasi dan dibagi-bagi, (f) kalaupun desa diberikan otonomi mengelola 
sumberdaya, maka harus dijaga agar jangan sampai pihak luar yang mengambil profit, (g) perlu 
dipikirkan bagaimana agar pengelolaan sumber daya alam itu dapat member manfaat terhadap 
masyarakat, terutama masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya alam tersebut, (h) 
agar karakteristik pemerintahan harus mengikuti karakteristik sumber daya alam, sehingga 
harus diidentifikasi secara jelas apa itu karakteristik sumber daya alam, (i) perlu dirumuskan, 
apakah persoalan desentralisasi ada pada pemaknaan konsep desentralisasi ataukah juga pada 
level implementasinya?.  Perlu dipisahkan isu desentralisasi yang telah memberikan ruang pada 
daerah dengan isu kapasitas daerah. Jawaban atas isu kapasitas bukan resentralisasi, melainkan 
pengupayaan democratic governance, peningkatan kapasitas, dan kerjasama. Dengan demikian, 
sebaiknya desentralisasi diletakan dalam konteks demokrasi dan pertanggung jawaban.  
Dengan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat dijawab berbagai permasalahan  
dalam pengelolaan hutan yang dialami selama ini. Melalui desentralisasi kehutanan dapat 
dilakukan perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan secara lebih spesifik sesuai 
dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal itu dimungkinkan dengan dilibatkan dan 
diberikannya kewenangan yang memadai bagi daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia 
usaha) dalam perencanaan, penetapan regulasi dan pengelolaan hutan tersebut. Hutan negara 
yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini 
dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan 
Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat 
ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang 
belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi 
desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja Hutan Desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan 
berdasarkan usulan Bupati/Walikota. 
Dalam memanfaatkan kawasan Hutan Desa, baik yang berada di hutan lindung maupun 
hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman 
obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. 
Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan 
jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, 
penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.   
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B. Meneropong Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang relatif kecil dibanding 
kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yakni hanya 0,2% dari total kawasan hutan Sulawesi 
Selatan. Namun demikian, kawasan hutan tersebut mempunyai arti penting bagi masyarakat 
Kabupaten Bantaeng dan wilayah-wilayah di sekitarnya karena dari sekitar 6.222 ha luas 
kawasan hutan Kabupaten Bantaeng, terdapat kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi 
hidroorologis penting seluas 2.773 ha atau sekitar 44,6%.  
Kabupaten Bantaeng secara geografis memiliki kekhasan lengkap dengan persoalan hulu 
dan hilirnya, di bagian hilir kebagian banjir tahunan (bahkan setiap 5 tahun terjadi banjir besar) 
dan dibagian hulu kebagian rusaknya hutan dan masyarakatnya termasuk kategori marjinal. 
Daerah ini memiliki 3 Sub DAS (Daerah Aliran Sungai) yang kesemuanya menuju kota Bantaeng 
sebagai hilirnya. Sub DAS itu adalah Sub DAS Lantebong, Sub DAS Biangloe dan Sub DAS Sinoa. 
Ketiga Sub DAS ini memerlukan penanganan khusus, guna penyelamatan ekosistemnya maupun 
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kelestariannya 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Sketsa peta kawasan hutan  dan  lokasi Hutan Desa  Kabupaten Bantaeng 
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Sebagian besar (54,4%) kawasan hutan Kabupaten Bantaeng saat ini dalam kondisi kritis 
yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya. Di luar kawasan hutan terdapat pula 
lahan kritis seluas 5.423 ha.  Laju pertumbuhan luas lahan kritis di Kabupaten Bantaeng selama 
lima tahun terakhir rata-rata sebesar -0,84%/tahun di dalam kawasan hutan dan sebesar 12,2 
%/tahun di luar kawasan hutan. Penurunan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan rata-rata 
sebesar 0,84%/tahun merupakan suatu indikasi laju pertumbuhan lahan kritis yang lebih kecil 
dibanding keberhasilan kegiatan reboisasi yang dilakukan dengan luas rata-rata seluas 100 
ha/tahun selama lima tahun terakhir, sedangkan  peningkatan luas lahan kritis di luar kawasan 
hutan rata-rata sebesar 12,2%/tahun menunjukkan hal yang sebaliknya. 
Konversi kawasan hutan menjadi lahan budidaya pertanian dan perkebunan rakyat 
merupakan pemicu utama terjadinya degradasi hutan. Sedangkan faktor pemicu laju degradasi 
lahan di luar kawasan hutan adalah meningkatnya aktivitas penebangan hutan rakyat baik 
untuk tujuan produksi kayu maupun untuk tujuan konversi lahan hutan rakyat menjadi areal 
tanaman semusim.  Aktivitas-aktivitas tersebut  didukung dengan sistem tenure tradisional yang 
sangat kuat sehingga akan berpotensi menjadi sumber-sumber konflik apabila sistem tenure 
tradisional tersebut tidak diadaptasi dan disinergikan dengan sistem tenure formal pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat. 
Pada saat pertama kali Program Pembangunan Hutan Desa disosialisasikan kepada kepala 
desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bantaeng, mereka tidak percaya bahwa masyarakat 
akan diberikan hak pengelolaan atas kawasan hutan yang ada di desa. Malah sebaliknya, 
mereka curiga jangan sampai program ini akan mengambil lahan-lahan kawasan hutan yang 
telah dikelola oleh masyarakat secara turun temurun dan tidak boleh lagi dimanfatkan oleh 
masyarakat. Namun demikian, setelah dilakukan diskusi informal beberapa kali dengan 
masyarakat, sudah dapat ditemukan kesepamahan awal bahwa pembangunan Hutan Desa 
adalah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak pengelolan kawasan hutan secara legal, 
mengelola kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan, serta mendapatkan manfaat 
yang lebih besar untuk kesejahteraan rumah tangga petani dan kesejahteraan desa (Supratman 
dan Sahide, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kopi sebagai salah satu komoditas utama petani hutan di Desa Labbo dan Desa 
Pattaneteang 
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Tabel 1. Perjalanan Waktu Inisiatif Pembangunan Skema Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng 
2005 Diskursus dan konsepsi Hutan Desa mulai diinisasikan melalui program 
pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Barru, kerjasama UNHAS dan the ford 
foundation 
2007 Menteri Kehutanan mengeluarkan skema pembangunan Hutan Desa melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/Menhut-II/2007 tentang Hutan Desa 
2008 Program Pengembangan Kehutanan Masyarakat oleh RECOFTC dengan 
dukungan the ford foundation, dengan salah satu lokasi adalah Kabupaten 
Bantaeng 
2008 Kesepahaman awal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten 
tentang pilihan skema Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng 
2009 Menteri Kehutanan (MS Ka’ban) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten 
Bantaeng pada tanggal 3 Januari 2009 dan dimanfaatkan sebagai momentum 
pencadangan areal kerja Hutan Desa di tiga lokasi contoh (1) Desa Labbo, (2) 
Desa Pattaneteang yang secara resmi diajukan melalui surat dari Bupati 
Bantaeng tertanggal 12 Januari 2009 dengan luars areal kerja yang diusulkan 
adalah  704 ha (seluruh kawasan hutan yang berada di tiga desa/kelurahan yaitu 
seluas ) 
2009 Dirumuskannya Road Map Pembangunan Hutan Desa melalui workshop para 
pihak pada tanggal 12 Oktober 2009 di Kampus UNHAS Tamalanrea 
2009 Analisis Situasi dan Penjajakan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Para Pihak. 
Pada tahap awal pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Desa, RECOFTC 
melaksanakan Analisis Situasi dan Penjajakan Kebutuhan Pengembangan 
Kapasitas Para Pihak (Kegiatan ini dilakukan sekitar bulan Agustus sampai 
November 2009) 
2009  Verifikasi areal kerja Hutan Desa oleh Tim dari Kementerian Kehutanan pada 
bulan Maret 2009  
2010  Pada tanggal 21 Januari 2010, Menteri Kehutanan menetapkan areal kerja Hutan 
Desa pada Desa Pattaeneteang, Desa Labbo, dan Kelurahan Campaga seluas ± 
704 ha.  
2010 Gubernur menetapkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada Tanggal 22 
November 2010 
2012 Gubernur mengesahkan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) untuk ketiga 
BUMDES/BUMMAS yang mengelola Hutan Desa Kabupaten Bantaeng 
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BAB II. TATA KELOLA TENURIAL HUTAN DESA 
 
A. Masalah Tata guna Lahan 
1.  Tata guna lahan versi masyarakat (TGHM) 
 
Masyarakat di sekitar hutan menata lahan di sekitarnya berdasarkan perkembangan-
perkembangan yang mereka alami. Penduduk yang bertumbuh, kapasitas petani yang 
meningkat, kondisi kesuburan lahan, penutupan vegetasi, kemiringan lahan, tersedianya air 
yang cukup, aksesibilitas yang semakin baik,  tersedianya pasar, serta perkembangan sosial 
ekonomi masyarakat adalah faktor-faktor yang terkait dengan tata guna lahan oleh masyarakat.  
Lahan-lahan yang subur dengan kemiringan yang relatif datar, dan tersedia air yang cukup 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai areal sawah. Pada lahan yang tanahnya subur, 
kelerengan landai sampai agak curam tetapi tidak tersedia air yang cukup dikelola sebagai 
ladang. Pada saat kesuburan ladang sudah berkurang maka ditanami dengan tanaman buah 
atau tanaman kayu-kayuan, kemudian ditinggalkan untuk mencari lahan ladang yang baru. Pada 
suatu periode tertentu, ladang yang telah ditinggalkan dan ditanami dengan tanaman buah 
atau kayu-kayuan tersebut dikonversi kembali menjadi ladang apabila tanahnya sudah subur 
kembali. 
Lahan dengan kondisi tanah yang tidak subur, berbatu, kelerengan datar sampai curam, 
masyarakat menggunakannya untuk menanam kayu-kayuan seperti kemiri dan jati. Sedangkan 
lahan dengan kelerengan yang sangat curam dibiarkan sebagai hutan. Penatagunaan lahan 
melalui berbagai kriteria tersebut di atas, menyebabkan landscape lahan desa, khususnya desa-
desa hutan, yang dapat dijumpai di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:  
1. Kawasan hutan yang masih bervegetasi dan tidak ada masyarakat yang pernah melakukan 
aktivitas di dalamnya.  
2. Kawasan hutan dengan vegetasi sekunder, bekas penebangan kayu  oleh masyarakat. 
3. Kawasan hutan yang tidak bervegetasi kayu (kosong atau semak-semak), bekas ladang yang 
ditinggalkan masyarakat.  
4. Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara intensif sebagai areal sawah atau 
tanaman semusim. 
5. Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara intensif sebagai areal kebun, atau 
dikelola sebagai areal agroforestry. 
6. Kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai areal permukiman. 
7. Lahan bukan kawasan hutan yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai lahan 
sawah, kebun, hutan rakyat, pemukiman, dan lain-lain.  
 
Penatagunaan lahan oleh masyarakat berdasarkan faktor tersebut di atas menyebabkan 
tata guna lahan oleh masyarakat sangat dinamis, tergantung perubahan faktor-faktor yang 
terkait dengannya. Hal ini antara lain dapat dilihat misalnya terjadinya konversi hutan jati 
rakyat menjadi kebun kakao karena tersedianya pasar komoditi kakao yang lebih 
menguntungkan menurut perspektif ekonomi petani, konversi hutan kemiri menjadi sawah 
atau konversi sawah menjadi kebun kakao terjadi karena perubahan kesuburan lahan. 
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Perkembangan kapasitas petani dan akses pasar menyebabkan terjadinya perubahan pola 
penggunaan lahan dari monokultur menjadi pola-pola agroforestry, seperti pola-pola 
agroforestry pada hutan kemiri di Kabupaten Maros, hutan jati di Kabupaten Barru, Pare-pare 
dan Enrekang, serta hutan uru di Kabupaten Tator. 
Bentuk-bentuk tata guna lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbangun 
melalui proses dan pengalaman yang panjang, bersifat spot-spot (terpencar), dan ditata oleh 
individu masyarakat tanpa campur tangan pemerintah (termasuk pemerintah desa). Unsur 
positif tata guna lahan oleh masyarakat adalah bersifat mikro, spesifik lokal, dinamis (mudah 
berubah), faktual, dan rasional oleh karena bukan hanya mempertimbangkan faktor fisik, akan 
tetapi juga faktor vegetasi, sosial ekonomi masyarakat, efisiensi, dan faktor teknis. 
Kelemahannya adalah tidak mempunyai status hukum yang kuat karena ditata secara sepihak 
oleh masyarakat tanpa melibatkan pemerintah setempat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berbeda dengan masyarakat adat,  peran lembaga adat sangat dominan dalam tata 
guna lahan, sehingga status hukum tata guna lahan oleh adat lebih kuat dibanding tata guna 
lahan oleh masyarakat bukan adat. Tata guna lahan oleh masyarakat adat juga melekat nilai-
nilai mitos sehingga tata guna lahan oleh adat bersifat stabil (tidak mudah berubah), sepanjang 
adat masih berkuasa dan masyarakat masih percaya kepada mitos-mitos yang terkait dengan 
hutan. 
Gambar 3.  Strata pola agroforestry  dari belakang ke depan (hutan, kebun cengkeh, kakao, 
sawah, tanaman semusim dan tahunan) 
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2. Tata Guna Hutan versi Pemerintah (TGHK) 
 Pemerintah menata kawasan hutan di Sulawesi Selatan sejak tahun 1984, melalui 
Proyek Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).Pemikiran awal disusunnya TGHK adalah untuk 
mencegah terjadinya perambahan hutan secara tidak terkendali, sehingga kawasan hutan 
dapat dipertahankan keberadaannya. 
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan menata hutan pada TGHK adalah kelerengan, 
jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas curah hujan. Setiap faktor 
ditetapkan nilai timbangannya dan dengan menggunakan scoring tertentu, maka kawasan 
hutan dibagi menurut fungsinya yaitu, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan 
produksi tetap (biasa). 
 Penggunaan faktor-faktor tersebut di atas dalam TGHK menyebabkan TGHK  bersifat 
makro dan lebih berorientasi kepada penatagunaan kawasan hutan untuk tujuan konservasi 
tanah dan air. Hal ini menyebabkan TGHK tidak adaptif dengan kondisi mikro lahan, kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan, serta tata guna lahan yang telah dibuat oleh 
masyarakat. 
Beberapa masalah sosial ekonomi TGHK di Sulawesi Selatan: 
1. TGHK tidak sesuai dengan penatagunaan lahan yang ada sebelumnya, misalnya tata guna 
lahan yang pernah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tata guna lahan yang 
dibuat oleh masyarakat.  
2. Pada kasus-kasus tertentu, masyarakat tidak mengakui pal batas TGHK, sehingga mereka 
memindahkan patok TGHK atau menghilangkannya.  
3. TGHK bersifat makro, tidak dinamis sesuai kondisi mikro kawasan hutan sehingga terdapat 
kasus-kasus dimana pal batas TGHK berada di atas pematang sawah masyarakat. 
4. Hutan yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat secara turun temurun seperti, 
hutan kemiri, jati, pangi, uru, harus ditinggalkan oleh pengelolanya apabila menurut 
perhitungan scoring TGHK areal tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.   
5. Masyarakat tidak mengetahui batas TGHK (baik batas luar maupun batas fungsi) karena 
tidak terlibat dalam proses penetapan tata batas. Hal ini menyebabkan masyarakat 
mengokupasi kawasan hutan mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka secara turun 
temurun.  
 
Beberapa masalah tersebut di atas menyababkan terjadinya konflik yang 
berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah, kepastian status kawasan  hutan tidak 
mantap, dan program pembangunan kehutanan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.  
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mendamaikan TGHK -TGHM sebagai salah satu sintesa menuju Hutan Desa 
 
Deskripsi penatagunaan lahan oleh masyarakat dan masyarakat adat di Sulawesi Selatan 
menggambarkan 4 unsur penting yang menjadikan tata guna lahan tersebut diterima dan 
dihormati oleh masyarakat. Pertama adanya kesepakatan antara pemangku adat (pemerintah 
setempat) dengan pemerintah. Kedua, ada nilai yang menjadi pedoman untuk mentaati tata 
guna lahan, dan masyarakat secara bersama-sama menjunjung tinggi nilai tersebut (dalam 
contoh kasus terdapat nilai mitos yang terkait dengan hutan dan dipercaya oleh masyarakat). 
Ketiga, penerapan sanksi hukum yang tegas kepada yang melanggar tata guna lahan. Keempat, 
adanya kewenangan kepada penguasa setempat (pemangku adat) untuk menataguna lahan di 
wilayahnya. 
 TGHK yang pada banyak kasus tidak disepakati oleh pihak-pihak yang terkait (terutama 
oleh masyarakat di sekitar hutan), menghadapi masalah di lapangan karena dalam prosesnya 
tidak memiliki ke empat unsur penting di atas. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang 
digunakan TGHK yang bersifat makro, tidak fleksibel terhadap kondisi faktual di lapangan (tidak 
mengakomodir tata guna lahan masyarakat), cenderung bersifat sentralistik (kurang melibatkan 
pemerintah desa), dan membatasi akses masyarakat mengelola kawasan hutan, sehingga 
kawasan hutan tersebut tidak memberikan nilai manfaat langsung kepada masyarakat di 
sekitarnya.  
Mengintegrasikan TGHK dengan TGHM adalah konsep solusi terhadap masalah-masalah 
sosial ekonomi TGHK. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut:  
1. Melakukan evaluasi tata batas pada kawasan hutan TGHK yang bermasalah dengan 
masyarakat. 
2. Melakukan rekonstruksi tata batas berdasarkan dokumen hasil pengukuran TGHK pada 
tahun 1984. Hal ini perlu karena penempatan pal batas di lapangan mungkin saja tidak 
sesuai dengan posisi yang seharusnya menurut posisi yang ada pada dokumen, karena 
faktor teknis lapangan misalnya lokasi tempat patok pal batas yang akan dipasang (menurut 
Gambar 4. Contoh lokasi Proyek Kebun Bibit Rakyat di Kab. Bantaeng 
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dokumen) sulit dijangkau, jauh dari pemukiman, sehingga pal batas TGHK ditanam pada 
tempat yang dapat jangkau oleh petugas lapangan.  
3. Memberi kewenangan kepada pemerintah desa dengan fasilitasi pemerintah kabupaten 
untuk membuat landuse mikro kawasan hutan sebagai koreksi terhadap TGHK yang bersifat 
makro. 
4. Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan TGHK yang di 
dalamnya terdapat tegakan-tegakan hutan yang telah dibangun oleh masyarakat sebelum 
adanya TGHK seperti hutan kemiri, jati, pangi, uru, dll.  
5. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi bersama 
masyarakat. 
 
Langkah-langkah solusi tersebut di atas harus diikuti dengan penerapan sanksi hukum 
yang tegas kepada yang melanggar tata guna lahan integrasi, seperti halnya penerapan sanksi 
hukum yang ketat dan tegas yang dilakukan oleh adat kepada masyarakat yang melanggar tata 
guna lahan adat. Nilai mitos yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat harus diadaptasikan 
pada tata guna lahan integrasi dengan wujud yang lain, misalnya mitos terhadap nilai intangible 
hutan yang hilang apabila tidak dikelola sesuai dengan tata guna integrasi, dan dampak yang 
terjadi pada kehidupan masyarakat apabila nilai intangible tersebut hilang.  
Salah satu mandat dari Kabinet Indonesia Bersatu bahwa salah satu komitmen untuk 
megatasi konflik agraria, maka program reformasi agraria menjadi salah satu modus dalam 
penyelesaiannya, sintesa TGHK dan TGHM ini bisa menjadi salah satu cara. Lahan adalah salah 
satu akses barang modal yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kemudian diberi 
legalitas.  Hernando de Soto (Ekonom Peru) selanjutnya menyatakan label legalitas terhadap 
barang modal akan memberikan akses masyarakat terhadap dunia perbankan. Seperti diketahui 
selama ini, kesulitan masyarakat dalam mengakses perbankan antara lain tidak dimilikinya 
barang modal yang dapat dijadikan agunan. Djajono (2007) mengungkapkan bahwa sebagian 
besar masyarakat miskin berharap pada reforma agraria ini sebagai harapan memperoleh akses 
kepemilikian terhadap lahan yang selanjutnya akan dijadikan modal usaha. Bagi pemerintah 
masih belum begitu jelas kriteria-kriteria lahan yang akan dapat dijadikan obyek reforma 
agraria tersebut (apakah itu lahan HGU, lahan HPK, lahan terlantar, ataupun lahan negara 
lainnya). Tentu ini menuntut kesiapan sektor kehutanan dalam mendukung kebijakan 
pemerintah tersebut. 
 
B. Pemantapan Tenurial melalui Skema Hutan Desa 
 
Di akhir jabatan, MS Ka’ban sebagai Menteri Kehutanan RI, telah mengeluarkan 
Permenhut RI No. 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa, beberapa daerah menyambut baik 
program ini sebagai jawaban ditengah situasi sulit persoalan kehutanan di desa. Para pihakpun 
telah bertemu pada sebuah lokakarya yang difasilitasi oleh RECOFTC dan Fakultas Kehutanan 
UNHAS pada tanggal 12 Oktober 2008. SKPD (Kabupaten Bantaeng) terkait serta beberapa UPT 
Departemen Kehutanan telah menyatakan komitmennya mendukung program ini. Kajian 
Fakultas Kehutanan UNHAS telah melakukan sebuah kajian tentang Desain KPH (kesatuan 
pengelolaan hutan) sebagai unit pelaksana pengelola kawasan hutan di lapangan. Terdapat dua 
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KPH yakni KPH Biangloe dan KPH Lantebong. Kaitannya dengan Program Hutan Desa adalah 
diharapkan Hutan Desa ini akan menjadi embrio lapangan guna membentuk KPH yang kuat. 
Pengalaman membuktikan bahwa konsepsi kelembagaan yang dibangun dari lapangan akan 
lebih kuat, sehingga program Hutan Desa ini akan mendukung KPH berbasis masyarakat atau 
KPH berbasis desa. Disamping itu Otonomi Daerah memberikan ruang tumbuh bagi 
kesusksesan program ini, seperti adanya institusi Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) yang akan 
menjadi pengelola Hutan Desa. Kepala Desa akan salah satu tokoh yang harus memegang 
peranan penting dalam membangun Hutan Desa. Posisinya sebagai komisaris dalam struktur 
BUMDes akan menjadi strategis. Kepala Dinas Kehutanan juga akan terbantu karena sebagian 
pelayanan kehutanan berada di desa, tidak lagi berada di ibu kota kabupaten yang selama ini 
menjadi masalah tersendiri bagi petani hutan. 
Dukungan pasar, permodalan, bimbingan teknologi, serta penguatan kapasitas 
masyarakat dan pemerintah adalah isu utama dalam menyukseskan program ini. Tidak mudah 
memang, butuh waktu, konsistensi, dan kesepahaman para pihak. Yang paling penting adalah 
keberpihakan para pihak harus jelas yaitu keberpihakan pada kelestarian hutan dan 
keberpihakan pada masyarakat kecil. Keberpihakan kepada kedua hal tersebut menjadi sebuah 
keniscayaan sehingga menyepelekan dari salah satunya berarti akan menyepelekan semuanya. 
Pembangunan Hutan Desa berimplikasi kepada terciptanya kepastian hak masyarakat 
mengelola sumberdaya hutan, terciptanya keteraturan masyarakat mengelola hutan, serta 
terciptanya keadilan sosial dalam pengelolaan hutan. Sebelum mendapatkan hak pengelolaan 
Hutan Desa, masyarakat yang mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 
kawasan hutan tidak memiliki keamanan hak mengelola kawasan hutan. Mereka mengelola 
lahan di dalam kawasan hutan dengan hanya berdasar pada sistem hak tradisional. Pemberian 
hak pengelolaan Hutan Desa kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah merubah sisteh 
hak tradisional menjadi sistem hak formal Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Pada saat ini, 
telah terdata sebanyak 131 rumah tangga petani yang tergabung di dalam dua kelompok tani 
sebagai calon pengelola Hutan Desa Labbo. Petani-petani  tersebut tidak seluruhnya warga 
Desa Labbo, bahkan sebagian besar dari warga desa sekitarnya yang memiliki latar belakang 
sejarah penguasaan lahan pada areal kerja Hutan Desa Labbo. Mereka terdiri atas 27 rumah 
tangga dari Desa Kampala, 39 rumah tangga dari Desa Labbo, dan 65 rumah tangga dari Desa 
Bontotampalang. Pemberian hak pengelolaan Hutan Desa kepada tiga desa telah memberikan 
efek bagi masyarakat desa-desa di sekitarnya untuk menndapatkan hak pengelolaan Hutan 
Desa. 
Keteraturan masyarakat mengelola hutan menjadi prasyarat untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan yang tertib. Pembangunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan Desa 
yang mengatur sistem hak, peran, tanggung jawab, dan manfaat yang diterima oleh para pihak 
yang terkait menjadi dasar masyarakat mengelola hutan secara teratur. Peraturan Desa 
tersebut juga mengatur sanksi (punishment) dan penghargaan (reward) kepada petani 
pengelola Hutan Desa, kelompok tani, dan pengurus BUMDES atas pengelolaan Hutan Desa. 
Keterlibatan pemerintah desa dalam sistem pengelolaan Hutan Desa melalui kelembagaan 
BUMDES juga sangat strategis dalam menciptakan keteraturan pengelolaan Hutan Desa. Posisi 
kepala desa sebagai komisaris BUMDES menyebabkan fungsi kontrol kepala desa pada setiap 
aktivitas pengelolaan hutan oleh BUMDES menjadi kuat. 
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Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng juga telah menjadi solusi konflik 
pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bantaeng. Sebelum mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, persepsi antara 
masyarakat dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng tentang pengelolaan lahan di dalam 
kawasan hutan tidak sama. Hal ini menjadi faktor penyebab timbulnya konflik yang bersifat 
laten atau tertutup yang apabila tidak ada solusi maka berpotensi menjadi konflik terbuka. 
Konflik-konflik tersebut meliputi status legalitas lahan kawasan hutan yang diklaim masyarakat 
sebagai lahan milik pribadi dengan menggunakan bukti SPPT (bukti pembayaran pajak) sebagai 
titel alas hak. Terdapat areal kawasan hutan seluas 20 ha yang dikelola oleh 79 rumah tangga 
petani di Desa Pattaneteang yang memiliki SPPT sebagai alas titel hak mengelola hutan.  
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Tabel 2. Daftar pemanfaatan lahan kawasan hutan  dan pemilik SPPT dalam kawasan hutan, 
sebelum program Hutan Desa di Desa Pattaneteang (normalisasi SPPT melalui program 
Hutan Desa) 
No Nama Pemilik Luas (ha) No Nama Pemilik Luas (ha) 
1 A.Rindwan 0.54 40 Gasing Bin Barana 0.13 
2 Nini bin sengo 0.16 41 Jabaring 0.19 
3 Yaha bin bolo 0.17 42 Juma Bora 0.07 
4 Sagu bin soma 1.99 43 Sido Ramima 0.08 
5 Alimuddin jaima 0.14 44 Amiruddin Bin bora 0.22 
6 Baharuddin hakim 0.59 45 Kaha 0.19 
7 Harim bin senai 0.40 46 Yadi Bin Tambara 0.08 
8 Juddin bin sade 0.15 47 Sultan bin sagu 0.15 
9 Hasanudin toaei 0.18 48 Bahar 0.12 
10 Arsa bin kasse 0.03 49 Rahman bin diri 0.09 
11 Janul bin mandu 0.24 50 Husman bn seho 0.14 
12 Jara bin sanai 0.48 51 Abu bin ajisuding 0.31 
13 Kamarin bin kamsi 0.07 52 Yufo bin fudi 0.29 
14 Muding bin hakim 0.73 53 M.bin hasin 0.19 
15 Yaha bin hasing 0.12 54 Sado bin dora 0.30 
16 Ramang bin sado 0.12 55 Darwin bin dada 0.15 
17 Sala Bin Baran 0.08 56 Samido bin tanti 0.14 
18 Hair Bin Tjang 0.14 57 Sipu bin parallu 0.17 
19 Dandim 0.53 58 Sapa bin jaina 0.08 
20 H.Krng.Papa 0.34 59 Hamid Bin Panco 0.33 
21 Halim Bin Hamid 0.14 60 Jajji 0.26 
22 A.Nuralim 0.22 61 Sakir bin kuna 0.19 
23 A.Abdl. Jabar 0.18 62 Sanu bin rahiming 0.18 
24 A.Ikbal Latif 0.83 63 Sadding 0.19 
25 Baring 0.22 64 Bakri bin Saba 0.27 
26 Ahmad B 0.42 65 Haso bin naro 0.27 
27 Jumasir Bin Kjang 0.27 66 Muh.sah 0.22 
28 Ahmad Muhamad 0.09 67 Suardi Bin Naro 0.24 
29 Jumaraja 0.04 68 Sadi Bin Hama 0.22 
30 Andi Iswandi 0.94 69 A.Nuralim 0.21 
31 Naro Sidul 0.24 70 Nurul hasa 0.01 
32 Hairuddi Bin Barah 0.23 71 Baha bin bora 0.18 
33 Munding Bin baraha 0.28 72 Samabara 0.34 
34 Hamin bin juma 0.28 73 Jumarudiin bin has 0.22 
35 Hamin bin jum 0.12 74 Harismunandar 0.05 
36 Bora bin jama 0.19 75 Haripudin 0.12 
37 karaba bin sidu 0.19 76 Krg sudding 0.19 
38 Sampe bin kuasa 0.22 77 Hasan Bin Hamid 0.12 
39 Samsir bin sanu 0.23 78 Supriadi bin Jawa 0.07 
      79 Rewa Binmambua 0.13 
Sumber : Dokumen Rencana Kerja Hutan Desa, Desa Pattaneteang, 2012 
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Untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sosial dalam pengelolaan Hutan Desa, 
maka BUMDes telah menata lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam areal kerja Hutan 
Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan Desa.  Dalam 
peraturan desa tersebut, antara lain diatur bahwa : (a) pengelolaan Hutan Desa harus mengacu 
kepada dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa; (b) dilarang mengubah status dan fungsi 
kawasan Hutan Desa; (c) dilarang memindahtangankan hak penggarapan, menggadaikan atau 
menjaminkan; (d) dilarang menebang pohon; (e) dilarang menggerek pohon yang dapat 
menyebabkan kematian pohon kecuali untuk pohon yang diambil getahnya atau kulitnya 
seperti nangka, kayu tanning, karet dll; (f) dilarang mengambil pohon yang tumbang; (g) 
dilarang membakar belukar atau rumput untuk membersihkan lahannya dan atau untuk 
perluasan lahan; (i) dilarang mengambil hasil hutan dari luar lahan kelolanya seperti rotan, 
bambu, jamur, madu, tanaman hias kacuali atas izin dari petani pengelolanya; (j) dilarang 
menggembalakan ternak di luar lahan kelolanya kacuali atas izin dari petani pengelolanya. 
Peraturan Desa tersebut juga mengatur sanksi-sanksi kepada rumah tangga petani pengelola 
hutan, antara lain: setiap petani pengelola Hutan Desa yang tidak memanfaatkan lahan 
kelolanya dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kesepakatan 
pengeloaan Hutan Desa antara petani dengan BUMDES dibuat, maka akan diberi peringatan 
secara lisan ataupun tertulis. Apabila petani tersebut telah 3 kali diberi peringatan dan tidak 
menghiraukan, maka perjanjian kesepakatan tersebut batal dengan sendirinya dan area lahan 
kelola diambil alih oleh pengurus BUMDES. 
Aspek keadilan sosial dalam pengelolaan Hutan Desa dapat dilihat dari pengaturan 
distibusi lahan kelola kepada setiap petani. Di dalam Peraturan Desa telah diatur bahwa setiap 
rumah tangga petani hanya diizinkan untuk mengelola lahan Hutan Desa maksimal 0,5 ha. Bagi 
Gambar 5. Suasana Pelatihan yang di desain secara partisipatif terkait Hutan Desa Bantaeng 
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petani yang berdasarkan latar belakang sejarah telah mengelola lahan lebih dari 0,5 ha sebelum 
ditetapkan sebagai Hutan Desa, dapat diberikan dispensasi untuk melanjutkan pengelolaan 
lahan tersebut dengan ketentuan bahwa di dalam areal tersebut terdapat tanaman tahunan 
berumur minimal empat tahun, bukan tanaman yang ditanam setelah kawasan hutan tersebut 
ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa. 
   
C. Transformasi Sistem Hak, Tanggung Jawab dan Peran serta Manfaat 
 
Memandang lahan sebagai wilayah publik maupun wilayah non publik, memiliki 
konsekuensi tersendiri terhadap arah kebijakannya.  Penulis sering menanyakan kepada 
mahasiswa mata kuliah Pengantar Ekonomi Sumberdaya Alam, mana yang kamu akan lebih 
rawat, motor kamu sendiri, motor yang kamu pinjam, dan motor yang tidak jelas 
kepemilikannya?. Sebagian besar mereka menjawab, motor pinjaman yang akan mereka lebih 
rawat, dan motor yang paling tidak terawat adalah motor yang tidak jelas siapa pemiliknya atau 
motor publik. Kawasan hutan lindung selama ini telah berubah menjadi sifat barang publik 
yakni non rivalry in consumption. Analog dengan jawaban mahasiswa di atas maka tidak 
mengherankan banyak hutan lindung yang rusak karena tidak jelas siapa yang kelola ditengah-
tengah akses dan desakan serta kebutuhan lahan.  Untuk itu perlu sistem kelola dengan 
kejelasan pengelola yang berterima dan berkesesuaian dengan kondisi lokal. 
Pada Hutan Desa Labbo, BUMDes Ganting sebenarnya secara tidak langsung sedang 
menjalankan misi “reforma agraria” pada lahan-lahan masyarakat yang terlanjur berada di areal 
Hutan Desa Labbo. Pada pedoman pengelolaan Hutan Desa Labbo, telah dibuat keputusan 
bahwa mereka yang mengelola areal Hutan Desa adalah diprioritaskan bagi yang terlanjur 
memiliki lahan di areal kerja Hutan Desa, hanya dibatasi 0,5 ha, dan mereka yang tergolong 
kategori miskin. Dengan syarat tersebut akan ada pengaturan kembali lahan-lahan yang ada di 
di areal Hutan Desa Labbo. Sedangkan di Hutan Desa Pattaneteang, sebelumnya terdapat 
konflik antara warga dengan Dinas Kehutanan, terutama masyarakat yang memiliki SPPT (bukti 
pembayaran pajak), mereka merasa bahwa lahan tersebut adalah lahan mereka meski berada 
dalam kawasan hutan. BUMDes Ganting melalui kebijakan pengelolaan Hutan Desa, tidak akan 
mempersoalkan SPPT tersebut namun pajak yang selama ini dibayarkan akan disetor ke 
BUMDes Ganting dan akan dikembalikan melalui proram pembangunan Hutan Desa. Keunikan 
yang lain adalah masyarakat desa Pattaneteang akan mengoptimalkan dan mengembangkan 
usaha mikrohidro yang ada di Desa mereka melalui usaha/kelola Hutan Desa ini.  
Beberapa proses transformasi hak, manfaat dan peran oleh para pihak dalam 
pembangunan Hutan Desa Bantaeng baik yang telah bertransformasi maupun yang masih 
sedang diinisiasi dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.  
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Tabel 3. Matriks Transformasi Hak, Manfaat/biaya dan Peran/Tanggungjawab Sebelum dan 
Sesudah program Hutan Desa 
No. Transformasi Hak Transformasi Manfaat/Biaya Transformasi 
Peran dan 
Tanggung Jawab 
Petani Hutan a. Perambah  Bagian 
dari Pengelolaan legal 
b. Membayar SPPT  
Iuran BUMDes 
a. Membayar SPPT (PAD) 
Iuran BUMDes 
 
 
 
a. Penggarap  
Pengelola 
b. Tidak terkontrol 
 Terkontrol 
 
Kelompok Tani Hutan Bekerja sebagai individual 
di lahan negara  Bagian 
dari pengelola BUMDes 
Tidak adanya pemanfaatan 
ekonomi hasil hutan dan jasa 
lingkungan  optimalisasi 
pengelolaan hasil hutan bukan 
kayu dan jasa lingkungan 
Tidak berkelompok 
 Kelompok 
Pengelola (bagian 
dari BUMDes) 
BUMDes/BUMMas Fasilitasi produk hilir  
Pengelola 
 Monitoring  
Pengelola 
Dinas Kehutanan Pengelola  Regulator  a. High cost of social conflict 
Reduksi biaya pengawasan, 
reduksi biaya kelola konflik 
kawasan 
b. Tidak adanya pemanfaatan 
ekonomi hasil hutan dan jasa 
lingkungan  optimalisasi 
pengelolaan hasil hutan 
bukan kayu dan jasa 
lingkungan 
Menjaga, 
Mengawasi  
Kawasan Hutan  
Fasilitator 
PDAM Kab. Bantaeng Pengelola Mandiri Air 
Minum  Pengelola 
Bersama dengan BUMMas 
Iuran air diterima secara mandiri 
 Iuran air diterima secara 
bersama (terintegrasi) dengan 
BUMMas 
Pengelola sumber 
air  Mitra 
Pengelola bagi 
BUMMas  
Kelompok P3A Pengelola Mandiri  
Pengelola Bersama dengan 
BUMMas 
Iuran air diterima secara mandiri 
 Iuran air diterima secara 
bersama (terintegrasi) dengan 
BUMMas 
Pengatur air irigasi 
 Penagtur irigasi 
Bersama dengan 
BUMMas 
Keterangan : Telah dan atau sedang bertransformasi 
Diharapkan bertransformasi di masa yang akan datang         
 
Pemegang hak tenurial terhadap Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng sebenarnya memiliki 
berbagai varian dalam prakteknya. Bisa saja petani hutan secara individual, kelompok-
kelompok masyarakat mulai dari kelompok tani hutan, maupun masyarakat  secara 
keseluruhan.  
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Dari Tabel 3. diatas dapat juga diilustrasikan terjadi transformasi yang substantive pada 
segmen tenurial, perbaikan tata kelola (governance), optimasi fungsi hutan  yang lestari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kesenjangan 
Pemilik lahan 
dan Penggarap 
Konflik  
lahan 
Sangat  
Sektoral 
Manfaat tidak 
optimal Optimasi 
Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
dan Jasa 
Lingkungan 
Optimasi Fungsi 
Pendekatan 
multisektor,&P
artisipasi publik 
Governance 
Memperkuat 
kesetaraan 
&partisipasi 
 
Pembangunan  
Modal Sosial  
Kepastian 
tenurial   
Keadilan Tenurial 
Gambar 6. Skema Transformasi Tenurial dalam Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng 
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BAB III. TATA KELOLA KELEMBAGAAN 
 
A. Kelembagaan Lokal Masyarakat Sebelum Hutan Desa 
Masyarakat di Dusun Bawa dan Dusun Panjang Desa Labbo memiliki beberapa aturan 
antara peternak dan masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan kopi.  
Aturan-aturan yang mereka bentuk hanya bersifat personal dan terintegrasi dengan Hutan 
Desa, yaitu : 
a) Masyarakat yang berprofesi sebagai petani/berkebun kopi dahulunya sebelum ada Hutan 
Desa aturan pengelolaannya biasa-biasa saja, dan terkadang individualistik sesuai dengan 
areal kerja lahan yang mereka miliki namun sekarang terintegrasi dengan pengaturan 
Hutan Desa namun masih dalam tahap sosialisasi Hutan Desa. 
b) Masyarakat yang memiliki lahan nantinya akan disetarakan luasan lahan mereka, dalam 
artian mereka yang memiliki lahan akan mengelola maksimal 1 ha per orang sesuai dengan 
peraturan pemerintah tentang Hutan Desa dan peraturan BUMDes (Badan usaha milik 
desa). 
c) Merujuk pada kebiasan-kebiasan masyarakat bahwa siapapun yang pertama melihat 
tanaman tertentu seperti nangka,madu,durian, dll entah itu dimilik orang lain atau tak ada 
pemiliknya, maka tanaman tersebut milik orang yang pertama melihatnya. 
d) Jika secara kelembagaan Hutan Desa sudah sempurna, baik dari sisi aturan maupun 
manajemen keorganisasian, dll maka pembagian hasil jika tanaman kopi sudah di panen 
itu, 25 % banding 75 %, artinya 25 % untuk BUMDes dan 75 % untuk petani kopi, namun 
hingga sekarang aturan tersebut masih diperdebatkan berapa persentase yang adil dan 
untuk rugi bagi masyarkat dan pengelola Hutan Desa. 
 
Jika aturan – aturan tersebut dilanggar, ada sanksi yang akan diberikan, namun sanksi ini 
hanya diperuntukkan antara pemilik lahan dan pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).  
Sanksi yang dibentuk antara lain bahwa BUMDes berhak mencabut izin pemanfaatan lahan 
petani kopi jika tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola. 
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B. Kelembagaan Formal Hutan Desa   
 
Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dikelola oleh lembaga desa yaitu Badan Usaha milik 
Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas). Sistem kelembagaan 
pengelolaan Hutan Desa pada prinsipnya sama untuk tiga desa/kelurahan yaitu mencakup 
seperangkat aturan bersama, perilaku bersama, untuk mencapai tujuan bersama.   
Sesuai dengan Peraturan Desa Labbo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Lembaga Pengelola 
Hutan Desa Labbo, maka mandat pengelolaan Hutan Desa diserahkan kepada BUMDes (Badan 
Usaha Milik Desa) Ganting dengan pemerintah desa sebagai komisaris, dan dipimpin oleh 
seorang Direktur. Selanjutnya bahasan kelembagaan pengelolaan Hutan Desa Labbo secara 
spesifik akan diulas secara normatif (ideal) sesuai dengan aturan lokal yakni Peraturan Desa 
Labbo tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Pedoman BUMDes Ganting tentang 
pengelolaan Hutan Desa Labbo.  
Dalam aturan normatif  tersebut ditemukan skema pengelolaan sebagai berikut bahwa 
BUMDEs membentuk Unit Usaha Hutan Desa yang juga terintegrasi dengan unit-unit usaha 
lainnya dalam BUMDes Ganting. Kepengurusan Unit Usaha Hutan Desa terdiri dari satu orang 
kepala unit, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, satu orang seksi produksi dan 
pemasaran serta pengembangan, satu orang seksi perlindungan dan rehabilitasi dan satu orang 
seksi  perencanaan, evaluasi dan  pemberdayaan. Selanjutnya Unit Usaha Hutan Desa ini 
mengkoordinir kelompok-kelompok tani. Keanggotaan kelompok tani sekurang-kurangnya 5 
orang dan sebanyak-banyaknya 20 orang untuk satu kelompok tani, yang dipimpin oleh satu 
orang ketua kelompok. Mekanisme pemilihan dan pemberhentian pengurus sebagaimana 
diatur dalam AD dan ART BUMDes Ganting Desa Labbo. 
Anggota Unit usaha  Hutan Desa atau yang disebut petani Hutan Desa adalah warga Negara 
Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Desa Labbo yang telah bertempat tinggal dan 
menetap  dalam wilayah Desa Labbo sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan terdaftar di pada 
BUMDes Ganting sebagai petani penggarap Hutan Desa. Keanggotaan dinyatakan berhenti 
apabila (a) meninggal dunia, (b) tidak mentaati AD dan ART BUMDes Ganting Desa Labbo, (c) 
tidak  mentaati Peraturan BUMDes dan atau peraturan Desa tentang Hutan Desa (d) tidak 
berdomisili dalam wilayah Desa Labbo Kec.Tompobulu Kab.Bantaeng (e) berhenti atau 
diberhentikan sebagai anggota kelompok unit Usaha Hutan Desa 
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Petani dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) 
Komisaris 
Direktur 
Badan 
Pengawas 
Sekertaris 
Bendahara 
Kepala Unit Usaha 
Hutan Desa 
Kepala Unit 
Usaha Air Bersih 
Kepala  
Unit Usaha 
Simpan Pinjam 
Seksi Perencanaan 
Evaluasi dan 
Pengembangan  
Seksi Perlindungan 
dan Rehabilitasi  
Seksi Produksi, 
Pemasaran dan 
Pemberdayaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kewajiban Pengurus Unit Usaha Hutan Desa antara lain adalah melaksanakan segala 
ketentuan yang terdapat dalam AD dan ART BUMDes antara lain  melaksanakan penataan batas 
hak pengelolaan Hutan Desa, menyusun rencana kerja hak pengelolaan Hutan Desa selama 
jangka waktu berlakunya hak pengelolaan Hutan Desa, melakukan perlindungan hutan, 
melaksanakan rehabilitasi area kerja Hutan Desa, melaksanakan pengkayaan area tanaman 
area kerja Hutan Desa, dan memberikan laporan berkala kepada Direktur BUMDes. Hak 
Pengurus Unit Usaha Hutan Desa antara lain adalah berhak memanfaatkan kawasan Hutan 
Desa untuk budidaya, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, berhak 
mendapatkan bagi hasil dari pemafaataan kawasan Hutan Desa yang dikelola masyarakat, 
berhak mendapatkan perlindungan hukum serta fasilitasi dari pemerintah. Selain itu pengurus 
BUMDes berhak mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam AD dan ART BUMDes. 
Kewajiban petani Hutan Desa antara lain adalah menaati AD dan ARTBUMDes serta  
ketentuan BUMDes lainnya, memelihara status dan fungsi kawasan hutan, memelihara  
tanaman atau pohon-pohon dalam area lahan garapannya, mencegah terjadinya perambahan, 
Gambar 7. Kelembagaan BUMDES sebagai Pengelola Hutan Desa (Desa Labbo) 
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pembatatan, pencurian, pengerekan, dan penebangan, serta kebakaran hutan serta setiap 
anggota wajib  menyetor bagi hasil  lahan garapannya kepada BUMDes sebesar 20 % dari total 
nilai usahatani Hutan Desa. Hak petani Hutan Desa antara lain adalah setiap anggota berhak 
mendapatkan perlindungan dari pengurus BUMDES apabila ada ancaman atau masalah yang 
berkaitan dengan lahan garapan Hutan Desa dan seluruh hasilnya, berhak mengambil  hasil  
lahannya  dan memanfaat lahan garapannya sesuai dengan peruntukannya, berhak dipilih dan 
memilih, berhak mengajukan usul, saran dan pendapat kepada pengurus.  
Aturan umum pengelolaan Hutan Desa di Desa Labbo antara lain adalah petani  Hutan 
Desa harus menandantangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes dengan penekanan 
bahwa hak pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, 
dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi 
kawasan hutan. Status  petani terhadap lahan garapan dalam area Hutan Desa adalah sebagai 
penggarap atau dalam bahasa lokal disebut attesang. Penetapan luas areal garapan dan batas-
batas lahan yang dikelola oleh setiap petani ditentukan oleh BUMDes dengan prinsip keadilan 
dan pemerataan. 
Luas  area lahan garapan yang boleh digarap satu orang petani maksimal 0,5 ha, dan hanya 
boleh mengelola satu lahan garapan. Masa penggarapan Hutan Desa selama 30 tahun dan 
dievaluasi tiap 5 tahun. Petani penggarap berkewajiban menanam tanaman umur panjang dan 
tidak diizinkan untuk menggunakan pupuk kimia di dalam areal Hutan Desa. Setiap petani 
pengelola Hutan Desa dilarang mengelola lahan Hutan Desa untuk kepentingan di luar rencana 
pengelolaan hutan dan harus mengelola lahan tersebut berdasarkan kaedah-kaedah 
pengelolaan hutan lestari. Setiap petani dilarang megubah  status dan fungsi  kawasan Hutan 
Desa, dilarang  memindah tangankan hak penggarapan, menggadaikan, dan atau menjaminkan, 
dilarang menebang  pohon, dilarang menggerek pohon yang dapat menyebabkan kematian 
pohon kecuali untuk pohon yang diambil getahnya atau kulitnya seperti nangka, kayu tanning, 
karet, dan lain-lain. Selain itu juga dilarang membakar belukar atau rumput untuk 
membersihkan lahannya dan atau untuk perluasan lahan, dilarang mengambil hasil hutan  pada 
lahan orang lain seperti rotan, bambu, janur madu, jamur, tanaman hias tanpa izin dari  petani 
penggarap lahan tersebut, dilarang menggembalakan ternak pada lahan orang lain tanpa seizin 
dari petani pengarapnya. 
Pengurus BUMDEs  juga telah mengatur sanksi kepada setiap petani pengelola yaitu:  
setiap petani pengelola yang tidak mengelola area Hutan Desa yang menjadi haknya dalam 
jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kesepakatan dibuat, maka  akan 
diberi peringatan secara lisan ataupun tertulis. Apabila telah tiga kali diberi peringatan dan 
tidak hiraukan, maka kontrak perjanjian antara petani dengan BUMDes akan batal dengan 
sendirinya. Areal Hutan Desa selanjutnya dikembalikan kepada BUMDes untuk diberikan 
kepada petani lainnya. Petani penggarap yang tidak menyetor kewajiban bagi hasilnya kepada 
BUMDes tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dievaluasi keanggotaannya, 
dan BUMDes berhak untuk membatalkan kontrak dengan petani tersebut. Petani penggarap 
yang terbukti melakukan penebangan pohon, pembabatan, perambahan dan pembakaran 
hutan dan atau pencurian, maka hak penggarapannya  dibatalkan dan akan diproses sesuai 
hukum yang berlaku. Petani penggarap yang terbukti  mengambil hasil hutan seperti rotan, 
bambu, janur, madu, tanaman hias, jamur tanpa seizin petani pengelola lahan tersebut, maka 
dikenakan sanksi mengembalikan nilai hasil hutan yang diambilnya sesuai harga pasaran 
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ditambah denda sebesar  100% dari harga hasil hutan yang di ambilnya. Petani penggarap yang 
menyerobot  lahan petani lain dengan menggeser batas area lahannya ke lahan petani lain, 
maka akan diberi peringatan untuk mengembalikan batas pada tempatnya semula. Apabila 
telah tiga kali di beri teguran lisan ataupun tertulis dan tidak dihiraukan, maka akan dikenakan 
sanksi berupa denda  sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan luas lahan yang 
digesernya dan batas area lahannya dikembalikan ke tempatnya semula.  Petani penggarap 
yang terbukti dengan sengaja menggembalakan ternaknya pada lahan petani lain sehingga 
ternaknya  merusak  tanaman petani tersebut, maka dikenakan sanksi mengganti senilai 
tanaman yang rusak ditambah denda 100% dari nilai tanaman yang rusak . Sanksi  yang berupa 
denda uang, dipergunakan 60 % untuk petani yang dirugikan dan 40 % untuk kas BUMDes. 
Berdasarkan Peraturan Desa Pattaneteang tahun 2010, lembaga pengelola Hutan Desa 
Pattaneteang adalah BUMDes Sipakainga.  Secara normatif tidak ada perbedaan yang mencolok 
antara kelembagaan Hutan Desa Labbo dan kelembagaan Hutan Desa Pattaneteang. 
Perbedaannya hanya dalam hal besarnya kewajiban setiap petani pengelola Hutan Desa 
menyetor bagi hasil  lahan garapannya kepada BUMDes Sipakainga yaitu sebesar 10 %.   
Mengacu kepada Surat Keputusan Lurah Campaga No. 05/KPTS/CPG/KTB/IX/2010, tentang 
lembaga pengelola Hutan Desa Campaga adalah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)  
Babang Tangayya. Walaupun lembaga BUMMas ini berbeda dengan BUMDes yang ada di Desa 
Labbo dan Desa Pattaneteang, namun beberapa prinsip pengelolaan Hutan Desa diadopsi oleh 
lembaga ini termasuk larangan untuk melakukan aktifitas perusakan dalam kawasan hutan 
lindung Campaga. Struktur BUMMas lebih sederhana, dan saat ini masih terus mengalami 
dinamika perkembangan. Lembaga BUMMas murni lahir dari masyarakat, tidak memiliki akta 
notaris seperti halnya BUMDes maupun lembaga Koperasi. 
  
Gambar 8. Diskusi Informal Bupati Bantaeng dan DPN serta Seknas FKKM 
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Tabel 4. Matriks Sekilas Perkembangan BUMDES di Kabupaten Bantaeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sejak tahun 2008, BUMDes yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten, disamping 
bersifat economic minded, juga mengarah ke public services yang mencerminkan adanya 
peluang pengembangan BUMDes ke sektor lain selain sektor ekonomi.  
a) BUMDes adalah pelembagaan ekonomi desa yang konsep pengembangan ekonominya 
mengakomodasi dual conception kombinasi antara kepemilikan masyarakat dengan 
pemerintahan desa. Istilah pelembagaan ekonomi dimaksudkan sebagai penyederhanaan, 
karena di sisi lain ada pelembagaan pemerintahan desa, maka BUMDes masuk ke ranah 
pelembagaan ekonomi desa; 
b) BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang dikembangkan untuk memperkuat ekonomi 
masyarakat desa, mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir dan 
membantu membuka pasar bagi unit-unit usaha ekonomi yang ada di desa; 
c) BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang menyediakan jasa simpan-pinjam bagi 
kebutuhan keuangan masyarakat desa; 
d) BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang dapat dikembangkan dengan menempatkan 
BUMDes sebagai lembaga yang membantu masyarakat desa mengurus air bersih dan listrik 
desa. 
e) BUMDes diharapkan mampu mendinamisasi perekonomian desa, baik sebagai wadah usaha 
maupun dalam posisi fasilitatasi usaha ekonomi masyarakat; 
f) BUMDes juga diharapkan dapat mengsinergikan lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang 
ada di desa antara lain; LED atau Lembaga Ekonomi Desa, TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan 
khusus dalam hal yang bergerak mengelola simpan pinjam; 
g) BUMDes dapat memfasilitasi keterampilan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat desa 
agar perekonomian masyarakat desa dapat berkembang sesuai dengan kemampuan 
masyarakatnya. 
Sumber : Ahmad Kurniawan (Direktur BALANG Sulsel) 
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Tabel 5. Matriks Sekilas Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pengembangan BUMDES di 
Kabupaten Bantaeng 
Bentuk dukungan Pemerintah daerah terhadap Pengembangan BUMDes 
Dukungan pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap pengembangan dan penguatan 
BUMDes di Kabupaten Bantaeng dilakukan dalam bentuk; (a) dukungan permodalan; (b) 
dukungan kelembagaan; (c) dukungan regulasi dan kebijakan; (d) dukungan fasilitasi dan 
pembinaan; (e) dukungan monitoring dan evaluasi. 
a. Dukungan Permodalan 
Pada tahun 2009 pemerintah daerah memberikan dukungan awal untuk pembentukan BUMDes 
dengan mengalokasikan dana sekitar 360 juta untuk 46 desa. Dana ini bersumber dari APBD 
ditambah dengan dana dari access sebesar 370 juta. Di tahun 2010, bahkan pemerintah 
Kabupaten Bantaeng merencanakan akan mengalokasikan anggaran penguatan modal untuk 
masing-masing BUMDes sebesar 100 juta untuk 46 desa. Total anggaran yang direncanakan 
akan dialokasikan sebesar 4,6 miliar. Dana ini bersumber dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan 
Penganggaran Keuangan Daerah). Dana ini tidak terkait dengan ADD. Di Kabupaten Bantaeng 
sejak tahun 2008 ADD dialokasikan ke masing-masing desa sebesar 150-180-an juta untuk 
tahun 2010.Tetapi untuk dua tahun sebelumnya, masih belum jelas jumlah alokasinya.Tahun 
2010 BUMDes dianggarkan dalam ADD untuk biaya pembinaan. Total anggaran untuk 46 desa 
di Kabupaten Bantaeng sejumlah 7 milyar bersumber dari ADD. 
 
b. Dukungan kelembagaan BUMDes 
1. Memfasilitasi seluruh BUMDes memiliki akta notaries  
2. Pendampingan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes terkait dengan tata kelola 
kelembagaan dalam pengelolaan aset.  
3. Kegiatan fasilitasi dalam rangka merumuskan aturan organisasi. Mekanisme perumusan 
AD/ART ini dilakukan dalam bentuk FGD dan penetapannya melalui pleno desa.    
 
c. Dukungan kebijakan dan regulasi 
Dukungan kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten berupa:  
1. Peraturan Bupati tentang Hutan Desa 
2. kebijakan pendampingan terhadap BUMDes di 46 desa;  
3. kebijakan design kelembagaan BUMDes yang berbasis pada partisipasi warga desa;  
4. kebijakan legalitas BUMDes dengan mendorong pembentukan AD/ART BUMDes serta  
pembuatan akta notaris;  
5. Dukungan Perda tentang pembentukan BUMDes dan SK Bupati tentang BUMDes. 
 
d. Dukungan fasilitasi dan pembinaan 
Konsentrasi kegiatan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus 
BUMDes terkait dengan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan aset.Kegiatan fasilitasi 
dalam rangka merumuskan aturan organisasi.Mekanisme perumusan AD/ART ini dilakukan 
dalam bentuk FGD dan penetapannya melalui pleno desa.Pleno desa dihadiri oleh pemerintah 
desa, pengurus BUMDes, dan beberapa tokoh masyarakat serta kelompok warga. 
Sumber : Ahmad Kurniawan (Direktur BALANG Sulsel) 
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C. Kelembagaan Pengelolaan Pengetahuan 
 
Santoso (2011), mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar areal Hutan Desa dan Hutan 
Kemasyarakatan terutama yang telah diterbitkan ijinnya pada umumya pada areal-areal yang 
sudah terdapat kegiatan pendampingan atau fasilitasi, umumnya dilakukan oleh lembaga 
swadaya masyarakat. Memang betul adanya bahwa tiga desa/lokasi yang telah mendapatkan 
hak kelola Hutan Desa didampingi oleh RECOFTC dengan dukungan the Ford Foundation selama 
kurun waktu 2008-2010.  
Namun ada yang menarik yang dilakukan oleh masyarakat pengelola Hutan Desa di 
Kabupaten Bantaeng, berkat kegiatan komunikasi dan koordinasi yang difasilitasi oleh LSM lokal 
seperti BALANG SulSel dan FKKM Sulsel, enam desa secara swadaya belajar di lokasi Hutan Desa 
yang telah mendapaktan hak kelola Hutan Desa dan telah mengusulkan juga areal kawasan 
hutan di desanya sebagai kawasan Hutan Desa (pada enam desa tersebut) dan dua desa lagi 
telah mengusulkan kawasan hutan di desanya sebagai areal Hutan Kemasyarakatan (HKm). 
Walaupun Forum Rembug Hutan Desa juga telah dibentuk sejak tahun 2010, namun 
kelembagaan pengelolaan pengetahuan ini juga secara swadaya dikerjakan oleh masyarakat 
sipil lainnya seperti LSM lokal dan juga mulai bangkitnya peran dan dukungan pemerintah 
Kabupaten dengan berbagai kelebihan dan kelemahannnya. 
Selama hampir dua tahun (2010-2011), BALANG Sulsel mendinamisir pengorganisasian 
masyarakat dengan usaha-usaha mandiri dengan dukungan oleh Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Bantaeng, Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng dan Badan 
Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.   Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan BUMDes Sipakainga melalui Kegiatan 
Konsolidasi BUMDes yang difasilitasi oleh FKKM Sulsel dan BALANG Sulsel 
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Kelembagaan pengelolaan pengetahuan kemudian mulai mendapatkan sistemnya  secara 
alami dan terus mengalami berevolusi. Yang paling penting adalah adanya aktor-aktor lokal baik 
yang diperankan oleh Kepala Desa, Direktur BUMDes dan atau LSM Balang yang secara 
bergantian memainkan peran dalam melakukan aktifitas-aktiftas pengelolaan pengetahuan. 
Beberapa contoh kegiatan pengelolaan pengetahuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6.  Beberapa Contoh Aktifitas Pengelolaan Pengetahuan dalam Pembangunan Hutan Desa 
Kabupaten Bantaeng 
No. Keterangan 
1 Secara swadaya, beberapa pemerintah desa tetangga mengadakan studi banding atau 
belajar langsung kepada desa-desa yang telah mendapatkan Hak Kelola Hutan Desa, dan 
saat ini 6 lokasi Hutan Desa baru diusulkan Ke Menteri Kehutanan di Kabupaten 
Bantaeng. 
2 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) juga menjadikan lokasi Hutan Desa 
Bantaeng sebagai lokasi belajar untuk laboratorium kehutanan masyarakat untuk 
perubahan iklim pada tahun 2011 
3 Pada bulan Oktober 2009, enam orang mahasiswa fakultas ekonomi dari Riyokuku 
University, Kyoto  Jepang bersama dengan satu orang dosennya yaitu Prof. Obayashi 
telah melakukan studi lapang untuk mempelajari system pengelolaan Hutan Desa 
Kabupaten Bantaeng.  
4 Balai Pengelolaan DAS Jenneberang juga telah ikut terlibat dalam mempromosikan 
pembangunan Hutan Desa ini melalui pembuatan brosur pembangun Hutan Desa, serta 
telah mengutus salah seorang kepala desa di lokasi program untuk mengikuti studi 
banding pengeloaan hutan wisata di Bali.   
5 ICRAFT melalui program AgFor juga sedang melakukan aktifitas pengembangan 
agroforestry pada wilayah Hutan Desa sejak tahun 2012 dan diiperkirakan akan berjalan 
selama 3-4 tahun 
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BAB IV.TATA KELOLA PENGHIDUPAN 
 
A. Hutan Desa: Peluang Pembangunan Ekonomi Alternatif 
 Populasi penduduk di sekitar areal kerja Hutan Desa Kabupaten Bantaeng relatif padat 
(292 orang/km2), sebagian besar (lebih dari 60%) merupakan penduduk usia produktif, dengan 
tingkat pendidikan formal yang relatif rendah.  Menanam kopi di dalam kawasan hutan telah 
menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sejak lama, jauh sebelum lahan tersebut 
ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.  Pada saat ini terdapat sebanyak 320 KK  yang 
mengelola  kebun kopi di dalam kawasan hutan, dengan luas kebun kopi  165 ha. Produktivitas 
kebun kopi  tersebut relatif rendah yakni hanya sebesar 0,518 ton/ha/tahun untuk jenis 
Robusta dan sebesar 0,489 ton/ha/tahun untuk jenis Arabica dari potensi produksi sebesar 2 
ton/ha. Masyarakat juga telah memungut hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan  berupa 
rotan, madu, bunga anggrek, namun demikian, belum dikelola sebagai suatu unit usaha yang 
intensif dan berkelanjutan. Dampaknya adalah sebagian besar (56,6%) kawasan Hutan Desa 
dalam kondisi kritis.  
Meskipun telah mengelola kawasan hutan sejak lama, namun demikian, masyarakat 
tidak memiliki legalitas hak formal mengelola kawasan hutan tersebut. Sebagian masyarakat 
memiliki alas hak mengelola lahan di dalam kawasan hutan berupa SPPT yang pada dasarnya 
hanyalah dokumen bagi pemerintah untuk menarik rente atas penggunaan tanah negara. Pada 
dasarnya masyarakat sudah lama berharap untuk memiliki hak legalitas formal mengelola 
hutan, namun demikian, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang 
mereka tahu hanyalah larangan untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan. 
Masyarakat  tidak mengetahui  apalagi memahami skema Hutan Kemsayarakatan (HKm), skema 
Hutan Desa (HD), atau skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Padahal, skema tersebut 
merupakan peluang bagi mereka untuk mendapatkan hak legalitas formal mengelola kawasan 
hutan. Masyarakat kehilangan informasi tentang hak-hak, peran, dan tanggungjawabnya 
mengelola hutan karena tidak tersambungnya komunikasi antara lembaga pelayanan publik 
kehutanan dengan masyarakat di sekitar hutan. 
Niat baik pemerintah memberikan akses yang luas kepada masyarakat di sekitar hutan 
untuk mengelola hutan melalui skema HKm, HD, ataupun HTR tidak serta merta dapat 
menyelesaikan masalah pengelolaan hutan. Faktanya, masyarakat masih sulit meraih peluang 
tersebut. Penyebabnya adalah selain masyarakat tidak paham tentang skema, kebijakan makro 
pemerintah tentang skema-skema tersebut belum diterjemahkan secara teknis ke dalam 
kebijakan mikro oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan Dinas Kehutanan sebagai 
institusi pelayanan publik kehutanan di daerah belum dapat memberikan pelayanan publik 
kehutanan secara optimal kepada masyarakat untuk mengkses hak-haknya mengelola hutan. 
Struktur pengurusan dan pengelolaan hutan yang memberi pelayanan publik agar hak-hak 
masyarakat dapat diperoleh juga belum tersedia di desa, sementara itu, struktur tersebut 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan 
administrasi yang terkait dengan skema. Oleh karena itu, ada dua prasyarat yang harus 
dipenuhi agar masyarakat dapat mengakses skema yaitu : masyarakat harus paham skema dan 
sistem pelayanan publik kehutanan tersedia di desa.   
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Masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja Hutan Desa Kabupaten Bantaeng pada 
umumnya terbelakang secara ekonomi, meskipun sumberdaya alam tersedia melimpah di 
sekitar mereka. Struktur kepemilikan dan atau penguasan lahan yang tidak merata telah 
membentuk struktur sosial di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang lahannya sempit 
atau tidak memiliki lahan, kehidupan ekonomi rumah tangganya sangat tergantung kepada 
mereka yang memiliki lahan yang luas. Masyarakat yang memiliki lahan yang luas menempati 
struktur sosial yang tinggi atas mereka yang tidak memiliki lahan, karena adanya 
ketergantungan ekonomi dalam bentuk bagi hasil (teseng), gadai (sanra), atau buruh tani. 
Struktur ini menyebabkan  masyarakat yang tidak memiliki lahan sulit untuk meningkatkan 
ekonomi rumah tangganya. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi, didominasi oleh struktur 
usia produktif, serta tidak memiliki keahlian yang memadai telah memicu tingginya 
pengangguran serta telah menstrukturkan kemiskinan masyarakat. Pada saat ini lebih dari 60% 
masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja Hutan Desa Kabupaten Bantaeng termasuk katagori 
miskin. Faktor-faktor seperti terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses faktor-
faktor produksi dan mengaskes pasar, tidak tersedianya kelembagaan masyarakat yang  kuat 
untuk dapat mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan, infrastruktur fisik yang 
terbatas, juga menjadi faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja 
Hutan Desa.   
Faktor-faktor tersebut di atas, menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang 
paling lemah dalam aktifitas ekonomi (termasuk aktifitas pengelolaan hutan) dibanding dengan 
stakeholder yang lain. Oleh karena itu diperlukan penguatan-penguatan masyarakat yang 
dilakukan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus. Pembangunan Hutan Desa 
merupakan progam pembangunan ekonomi alternatif yang akan merubah kemiskinan 
masyarakat yang terstrukur menjadi struktur ekonomi baru yang akan menciptakan suasana 
atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi ekonomi 
atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. 
B. Hutan Desa dan Pembangunan Ekonomi  Masyarakat 
Tingkat kesejahteraan masyarakat desa-desa di sekitar areal kerja Hutan Desa di  
Kabupaten Bantaeng relatif masih rendah. Dari sisi indikator ekonomi, pada saat ini, setiap 
rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya rata-rata sebesar Rp. 3.508.936,-
/KK/tahun atau sebesar (73,6%) dari kebutuhan yang mereka anggap ideal sebesar Rp. 
4.767.964,-/KK/tahun. Mengacu kepada indikator kemiskinan dari BAPPENAS, sebagian besar 
(51,0%) rumah tangga yang hidup pada desa-desa di sekitar areal kerja Hutan Desa termasuk 
katagori miskin dan hanya sebesar 12% termasuk katagori kaya. Indikator-indikator ini 
menunjukan bahwa tujuan keuangan masyarakat mengelola Hutan Desa adalah untuk 
memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga, belum mengarah komersial. Oleh karena itu, 
nilai strategis ekonomi pengelolaan Hutan Desa bagi petani pengelola adalah bagaimana Hutan 
Desa dapat memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan individu rumah tangga 
petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup subsistennya. 
Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng telah memberikan peluang kepada 
masyarakat untuk mengelola usaha pemanfaatan kawasan hutan yaitu mengembangkan 
agroforestry berbasis tanaman kopi di bawah tegakan hutan lindung, memanfaatkan hasil 
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hutan bukan kayu seperti rotan, madu, tanaman hias, serta memanfaatkan jasa lingkungan 
berupa jasa air dan aliran air.   
Sebelum kawasan hutan di Desa Labbo ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa, 
masyarakat telah memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan alam untuk menanam kopi. 
Dengan pengelolaan yang tidak intensif, tanaman kopi tersebut telah memberi kontribusi 
terhadap pendapatan setiap rumah tangga petani sebesar Rp. 978.000,- hingga Rp.2.000.000,- 
setiap tahun. Masyarakat juga telah memungut madu lebah dari kawasan Hutan Desa, dengan 
total produksi sebesar 750 sampai 1000 botol setiap tahun. Dengan demikian, pemungutan 
madu tersebut juga telah memberi kontribusi kepada seluruh rumah tangga pemungut sebesar 
Rp. 75.000.000,-   sampai Rp. 100.000.000,- setiap tahun.  
Setelah mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, masyarakat akan mengembangkan 
tanaman kopi secara organik. Luas areal kerja Hutan Desa yang dialoksikan untuk 
pengembangan kopi organik adalah 126,2 ha. Pengembangan kopi organik dengan pola 
agroforestry berpotensi meningkatkan produksi dan pendapatan petani dua sampai tiga kali 
dari produksi saat ini tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan hutan. Untuk meningkatkan 
produksi madu lebah dan mengurangi ketergantungan produksi madu dari kawasan Hutan 
Desa, masyarakat  telah mengembangkan budidaya lebah dengan mengembangkan koloni 
lebah dari kawasan Hutan Desa. Pada saat ini terdapat sebanyak 102 koloni lebah yang 
dibudidayakan oleh masyarakat. Budidaya lebah tersebut berpotensi meningkatkan produksi 
madu lebah yang permintaannya masih jauh lebih besar dari kemampuan kawasan Hutan Desa 
memproduksi madu secara alami. Luas areal kerja Hutan Desa yang telah dialokasikan oleh 
BUMDEs pengembangan budidaya madu lebah adalah 9,4 ha.   
Naluri bisnis petani nampaknya mulai berkembang setelah mereka memperoleh hak 
pengelolaan Hutan Desa. Buah markisa, yang sebelumnya hanya ditanam di pekarangan rumah 
mereka dan hanya untuk tujuan konsumsi rumah tengga, kini telah dibudidayakan di dalam 
areal kerja Hutan Desa untuk tujuan komersial. Beberapa petani telah mencoba menanam 
markisa dan telah memanen buah markisa sebanyak 12,5 karung dari areal kelolanya seluas 0,5 
ha, serta mendapatkan penerimaan dari hasil penjualan markisa tersebut sebesar Rp. 
3.125.000,- Luas areal kerja Hutan Desa yang telah dialokasikan oleh BUMDEs untuk 
pengembangan tanaman markisa seluas 4,3 ha.  
Pengelolaan hasil hutan kayu berupa rotan juga memiliki prospek ekonomi yang baik. 
Potensi rotan tersebar pada tiga blok pengelolaan Hutan Desa yaitu, Blok Pattiroang, 
Sarianging, dan Blok Batu Lappa di Desa Labbo, serta Blok Ta’salla dan Blok Daulu di Desa 
Pattaneteang.  Luas areal kerja Hutan Desa yang memiliki potensi pengelolaan rotan adalah 
93,4 ha, dengan potensi sebesar 169.710 batang yang siap panen. Kendala masyarakat 
mengelola hasil hutan rotan selama ini adalah susahnya mengakses perizinan dan pemasaran. 
Kendala tersebut sudah dapat diatasi setelah masyarakat mendapatkan hak pengelolaan Hutan 
Desa karena telah terbentuk BUMDES yang akan menfasilitasi petani pengelola Hutan Desa 
untuk mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan rotan serta memfasilitasi pemasarannya.  
Sebelum mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, masyarakat tidak pernah berpikir 
untuk mengelola secara komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai 
melalui instalasi air yang telah dibangun sejak tahun 1988.  Kewajiban lembaga pengelola Hutan 
Desa untuk melindungi kawasan hutan (sebagai konsekwensi dari hak pengelolaan Hutan Desa) 
yang menjadi catchment area sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan 
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mereka bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekwensi 
dari kewajiban untuk melindungi catchment area sungai adalah sejumlah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh BUMDes Gangting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut. Atas 
kesadaran tersebut, pengurus BUMDes Gangting telah membangun sistem kelembagaan agar 
masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan 
perlindungan hutan. 
Sistem kelembagaan yang telah dibangun adalah setiap rumah tangga pengguna air 
diwajibkan membayar biaya kompensasi air kepada BUMDes sebesar Rp. 500,- setiap bulan 
sebagai biaya tetap dan  sebesar Rp. 250,- untuk setiap meter kubik air yang dikonsumsi.  
Jumlah rumah tangga yang mengunakan air melalui instalasi ke rumah mereka adalah 428 
rumah tangga yang tersebar di 4 dusun di desa Labbo yaitu Dusun Panjang, Dusun Pattiro, 
Dusun Ganting, dan Dusun Labbo. Dari hasil kompensasi air tersebut, BUMDES Ganting telah 
memperoleh penerimaan dari kompensasi air rata-rata sebesar Rp. 700.000,-/bulan.  Pada saat 
ini, masyarakat dari luar wilayah administrasi Desa Labbo, juga meminta instalasi air dari Hutan 
Desa Labbo juga dapat disambungkan ke rumah-rumah mereka.  Hal ini menunjukkan bahwa 
pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan air telah menjadi unit bisnis yang prospektif 
dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo. 
Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air telah lama dikelola oleh 
masyarakat Desa Pattaneteang. Aliran air dari Sungai Kulepang yang hulunya berada pada salah 
satu blok pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang (yaitu Blok Daulu) telah diusahakan oleh 
masyarakat sebagai sumber energi pembangkit listrik mikrohidro. Sebagai gambaran adalah, 
unit usaha mikrohidro yang dikelola oleh satu kelompok masyarakat di Dusun Biringere, Desa 
Pattaneteang, memiliki kapasitas 10.000 kWh. Apabila energi listrik sebesar 10.000 kWh 
tersebut diproduksi melalui pembangkit listrik tenaga diesel, dibutuhkan bahan bakar minyak 
berupa solar sebesar 79,2 liter/hari, setara dengan nilai uang sebesar Rp. 356.400,-/hari (asumsi 
harga satu liter solar Rp. 4.500,-). Dengan demikian, pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang 
memberikan nilai secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pattaneteang sebesar Rp. 
356.400,-/hari dalam bentuk biaya substitusi bahan bakar minyak solar untuk memproduksi 
energy listrik sebesar 10.000 kWh. Sebagian dari nilai substitusi tersebut seharusnya dibayarkan 
ke BUMDes Sipakainga sebagai lembaga pengelola Hutan Desa Pattaneteang yang bertanggung 
jawab untuk menjaga kelestarian catchment area ‘Suangi Kulepang. 
Idealnya, aktivitas masyarakat pada desa-desa hutan terkonsentrasi pada sektor 
kehutanan untuk menunjukkan bahwa sektor kehutanan sebagai sektor unggulan di desa 
hutan. Oleh karena itu, sektor kehutanan seharusnya menjadi penggerak utama (prime mover 
role) perekonomian pada desa-desa hutan, artinya pengelolaan sumberdaya hutan seharusnya 
mempunyai efek ganda terhadap perekonomian desa. Namun demikian, pada kenyataannya, 
konsentrasi relatif tenaga kerja pada desa-desa hutan lebih banyak terserap pada sektor 
pertanian. Hal ini terjadi karena lahan hutan dikelola oleh masyarakat untuk memproduksi 
pangan, bukan dikelola untuk  memproduksi hasil hutan. Implikasinya adalah kawasan hutan 
tidak dikelola sesuai fungsinya, rawan degradasi, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap 
perekonomian wilayah relatif rendah. Kontribusi yang rendah tersebut antara lain disebabkan 
karena penilaian kontribusi sektor pada saat ini berdasar pada pendekatan komoditi, bukan 
berdasar dari mana komoditi tersebut diproduksi. Oleh karena itu, produk-produk yang 
diproduksi di dalam kawasan hutan melalui sistem perladangan berkelanjutan tidak dihitung 
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sebagai produk sektor kehutanan, meskipun produk tersebut diproduksi dari lahan kawasan 
hutan. 
Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng diharapkan akan mengembangkan 
sektor kehutanan menjadi sektor basis desa-desa hutan. Sebagai sektor basis, maka 
pengelolaan Hutan Desa akan memberikan efek pengganda terhadap sektor-sektor lain di 
wilayah pedesaan. Hasil penelitian Hidayat (2011) menemukan sektor pengolahan hasil hutan 
(pembentuk sektornya adalah kopi, madu, markisa dan madu) merupakan sektor unggulan di 
Desa Labbo. Hal ini berarti bahwa sektor pengolahan hasil hutan mempunyai kemampuan 
mendistribusikan output dan membutuhkan input yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain 
sehingga menjadi sektor vital untuk berjalannya kegiatan perekonomian di wilayah Hutan Desa 
Labbo. Dengan demikian, pengelolaan Hutan Desa diharapkan akan lebih menggerakkan sektor-
sektor ekonomi di wilayah pedesaan sehingga akan menciptakan pengganda lapangan kerja 
serta pengganda pendapatan bagi masyarakat desa hutan.  
Pengelolaan Hutan Desa juga memiliki nilai strategis ekonomi terhadap perekonomian 
wilayah. Indikatornya adalah meningkatnya nilai tambah faktor-faktor produksi yang terlibat di 
dalam pengelolaan Hutan Desa. Peningkatan nilai tambah tersebut tidak hanya berdampak 
terhadap ekonomi wilayah desa dimana Hutan Desa berada, tetapi juga kepada perekonomian 
wilayah Kabupaten Bantaeng. Sebagai contoh nyata adalah pengelolaan kopi, markisa, dan 
madu lebah secara tidak intensif selama ini telah mampu mendorong tumbuh dan 
berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait di wilayah pedesaan. Pengelolaan kopi, 
markisa,dan madu lebah, secara nyata telah mendorong berkembangnya sektor-sektor 
pertanian, jasa angkutan, dan  perdagangan karena produk sektor-sektor tersebut menginput 
usaha pengelolaan kopi, markisa, dan madu lebah. Pada sisi yang lain, kegiatan memproduksi 
kopi, markisa, dan madu lebah telah mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor 
industri, jasa angkutan, dan perdagangan, karena produk kopi, markisa, dan madu lebah 
dimanfaatkan secara langsung sebagai input dari sektor-sektor tersebut.  
Secara makro, pengelolaan Hutan Desa memberikan dampak terhadap perekonomian 
wilayah Kabuparen Bantaeng. Contoh yang nyata adalah ketergantungan industri PDAM 
Kabupaten Bantaeng terhadap keberlanjutan produksi bahan baku air minum dari areal kerja 
Hutan Desa, khususnya Hutan Desa di Kelurahan Campaga. Kontribusi air baku dari catchment 
area Hutan Desa Campaga terhadap total demand air baku PDAM Kabupaten Bantaeng adalah 
sebesar 20 liter/detik atau 15,4% dari total deman air baku.  Apabila suplai air baku dari areal 
kerja Hutan Desa Campaga terganggu, maka akan menimbulkan kerugian ekonomi langsung 
berupa hilangnya nilai ekonomi penjualan air bagi PDAM Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 
1.380.641.613,-/tahun.  
Hal yang sama akan dialami oleh para petani pada desa-desa di wilayah hilir Hutan Desa 
Campaga yang memanfaatkan air dari catchment area Hutan Desa Campaga sebagai sumber air 
irigasi. Air yang berasal dari Hutan Desa Campaga terdistribusi ke areal persawahan masyarakat 
melalui tiga daerah irigasi (DI) yaitu DI Palaguna dengan debit air sebesar 5.000 liter/detik 
mengairi sawah seluas 400 ha, DI Tombolo I dengan debit air sebesar 320 liter/detik mengairi 
areal persawahan seluas 35 ha, dan DI Babangtangayya dengan debit air sebesar 45 liter/detik 
mengairi areal persawahan masyarakat seluas + 135 ha. Kerugian ekonomi berupa menurunnya 
produktifitas sawah seluas 570 ha akan ditanggung oleh petani di Desa Barua, Kelurahan Tana 
Loe, Desa Lumpangan, Desa Tombolo, dan Kel. Campaga) rata-rata sebesar Rp. 53.353.173,-
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/rumah tangga/tahun.Kerugian tersebut teridiri atas kerugian dari hilangnya kesempatan 
memproduksi padi rata-rata sebesar Rp.28.624.000,-/rumah tangga/tahun dan hilangnya 
kesempatan memproduksi kacang tanah sebesar Rp. 24.729.173,-/rumah tangga/tahun. 
Pada level wilayah ekonomi makro yang lebih luas, pengelolaan Hutan Desa Kabupaten 
Bantaeng juga memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah Kabuparen Bulukumba, 
khususnya pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang. Areal kerja Hutan Desa Pattaneteang 
merupakan catchment area Sungai Bialo. Aliran air dari Sungai Bilao dimanfaatkan oleh 
masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Bulukumba yaitu Desa Bonto Raja, Bonto Masila, 
Kelurahan Jalanjang, Desa Padang, Desa Benteng Gattareng dan Desa Bontomacinna. Areal 
kerja Hutan Desa Pattaneteang merupakan catchment area dari 12 pengairan yang mengairi 
areal persawahan di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Luas sawah yang dialiri dari 
pengairan-pengairan tersebut adalah 4.930 ha. Air dari Sungai Billo juga akan dimanfaatkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mengairi areal sawah seluas  3.976 ha melalui 
pembangunan bendungan Bontomanai. Oleh karena itu, pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang 
memiliki nilai ekonomi strategis bagi masyarakat Kabupaten  Bulukumba.    
C. Nilai  Ekonomi  Pengelolaan Hutan Desa 
1. Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat di Daerah Hulu 
 Nilai ekonomi bagi masyarakat di daerah hulu diidentifikasi dari unit usaha yang dikelola 
oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Unit usaha tersebut dapat berupa pemanfaatan 
kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Daerah 
hulu yang dimaksud di sini adalah areal Hutan Desa yang berada di Desa Labbo, Pattneteang, 
dan Kelurahan Campaga. Masyarakat adalah seluruh rumah tangga yang telah mengelola unit 
usaha di dalam kawasan hutan sebelum dan setelah kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai areal 
kerja Hutan Desa. 
a. Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Labbo 
 Unit usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Labbo di dalam areal kerja Hutan Desa 
adalah sebagai berikut: 
 
1) Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan   
Masyarakat telah memanfaatkan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan alam untuk 
menanam kopi jenis Arabika dan Robusta. Luas lahan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk menanam kopi adalah bervariasi antara 0,25 ha sampai 2,5 ha. Jumlah petani 
yang mengelola unit usaha kopi di dalam kawasan hutan sebanyak 23 kepala keluarga, dimana 
sebagian besar (46,5%) mengelola kebun kopi dengan luas sekitar 1,0 ha.  
Produksi kopi jenis Arabika rata-rata sebesar 0,18 ton/ha/tahun sedangkan kopi Robusta 
rata-rata sebesar 0,1 ton/ha/tahun. Kopi Arabika dijual dalam bentuk peco (biji kopi yang sudah 
digiling tetapi masih memiliki kulit ari) dan dalam bentuk beras (biji kopi yang sudah digiling dan 
dikeringkan serta sudah tidak memiliki kulit ari). Sedangkan kopi Robusta dijual dalam bentuk 
beras. Harga Kopi Arabika yang dijual dalam bentuk peco adalah sebesar Rp.6.000,-/liter, 
sedangkan yang dijual dalam bentuk beras harganya lebih mahal yaitu dapat mencapai Rp. 
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22.000,-/kg. Tingginya perbedaan harga ini menyebabkan masyarakat lebih banyak menjual 
produk kopi Arabika dalam bentuk beras daripada dalam bentuk peco. 
Selain menanam kopi, masyarakat juga telah memanfaatkan ruang tumbuh dan tegakan 
pohon di dalam areal kerja Hutan Desa untuk menanam tanaman markisa. Jumlah rumah 
tangga petani yang telah mengelola unit usaha tanaman markisa sebanyak 9 kepala keluarga 
(KK). Jenis markisa yang ditanam adalah Markisa Kuning (Passiflora flavicarva). Produksi buah 
markisa rata-rata 20- 30 buah/pohon. Buah markisa dijual ke pedagang pengumpul desa dalam 
bentuk gelondongan dengan harga rata-rata sebesar Rp. 500,-/buah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Pemungutan Madu Lebah 
Madu merupakan salah satu produk dari Hutan Desa yang memiliki potensi nilai 
ekonomi yang tinggi, namun belum diusahakan oleh masyarakat secara optimal. Masyarakat 
Desa Labbo yang mengelola unit usaha madu lebah dari areal kerja Hutan Desa hanya satu 
orang yaitu Pak Rabani. Unit usaha ini belum dikelola secara intensif melalui teknik budidaya, 
sehingga produksi madu lebah masih tegantung dari alam. Dalam satu tahun, petani pengelola 
Gambar 10. Sumber mata air, jaringan perpipaan dan meteran air pada usaha kelola jasa aliran air 
Hutan Desa Labbo (Foto Haeruddin/Mahasiswa Kehutanan UNHAS) 
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unit usaha madu lebah hanya bisa memanen madu rata-rata sebanyak 25 botol dan dijual 
dalam bentuk kemasan yang sangat sederhana yaitu botol. Harga madu satu botol (botol bir) 
rata-rata sebesar Rp. 50.000,-. 
Berdasarkan uraian singkat unit-unit usaha masyarakat di dalam areal kerja Hutan Desa 
Labbo, maka nilai ekonomi total Hutan Desa Labbo dari produksi kopi, markisa dan madu 
adalah rata-rata sebesar Rp.112.013.750,-/tahun. Biaya produksi total untuk unit usaha 
pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman kopi dan markisa serta pemungutan madu lebah 
adalah  sebesar Rp.3.298.008,-/tahun. Dengan demikian, nilai manfaat ekonomi Hutan Desa 
bagi masyarakat Desa Labbo dari ketiga produk tersebut adalah rata-rata sebesar Rp. 
107.521.243,-/tahun. 
3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berupa Jasa Air Minum 
Sebelum mendapatkan hak pengelolaan Hutan Desa, masyarakat tidak pernah berpikir 
untuk mengelola secara komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai 
melalui instalasi air yang telah dibangun sejak tahun 1988. Kewajiban lembaga pengelola Hutan 
Desa untuk melindungi kawasan hutan (sebagai konsekwensi dari hak pengelolaan Hutan Desa) 
yang menjadi catcment area sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan mereka 
bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekwensi dari 
kewajiban untuk melindungi catchment area sungai adalah sejumlah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh BUMDes Gangting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut. Atas 
kesadaran tersebut, pengurus BUMDes Ganting telah membangun sistem kelembagaan agar 
masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan 
perlindungan hutan. 
Sistem kelembagaan yang telah dibangun adalah setiap rumah tangga pengguna air 
diwajibkan membayar biaya kompensasi air kepada BUMDES sebesar Rp. 500,- setiap bulan 
sebagai biaya tetap dan  sebesar Rp. 250,- untuk setiap meter kubik air yang dikonsumsi.  
Jumlah rumah tangga yang mengunakan air melalui instalasi ke rumah mereka adalah 428 
rumah tangga yang tersebar di 4 dusun di desa Labbo yaitu Dusun Panjang, Dusun Pattiro, 
Dusun Ganting, dan Dusun Labbo. Dari hasil kompensasi air tersebut, BUMDes Ganting telah 
memperoleh penerimaan dari kompensasi air rata-rata sebesar Rp. 700.000,-/bulan. Pada saat 
ini, masyarakat dari luar wilayah administrasi Desa Labbo, juga meminta instalasi air dari Hutan 
Desa Labbo juga dapat disambungkan ke rumah-rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan air telah menjadi unit bisnis yang prospektif 
dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo. 
b. Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Desa Pattaneteang 
Unit usaha yang dikelola oleh masyarakat di dalam areal kerja Hutan Desa Pattaneteang 
adalah sebagai berikut: 
1) Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan   
Masyarakat telah memanfaatkan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan alam untuk 
menanam kopi jenis Arabika. Luas lahan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk menanam kopi adalah bervariasi antara 0,10 ha sampai 1,0 ha. Jumlah petani yang 
mengelola unit usaha kopi di dalam areal kerja Hutan Desa sebanyak 30 kepala keluarga, 
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dimana sebesar 33,3% responden memiliki luas kebun kopi di dalam areal kerja Hutan Desa 
seluas 0,1 ha.  
Kopi Arabika memiliki produksi rata-rata 0,68 ton/ha/tahun dan dijual dalam bentuk 
peco.  Oleh karena petani menjual kopi dalam bentuk peco maka harus segera dijual sebab 
tidak dapat disimpan/bertahan lama dalam bentuk peco. Harga kopi Arabika di Desa 
Pattaneteang adalah Rp.5.000,-/liter, relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga kopi 
Arabika di Desa Labbo. Hal ini disebabkan masyarakat memanen kopi secara bersamaan antara 
buah kopi yang sudah masak panen dengan buah yang belum masak, sehingga kualitas kopinya 
lebih rendah. 
Seperti halnya di Desa Labbo, masyarakat Desa Pattaneteang juga telah memanfaatkan 
ruang tumbuh dan tegakan pohon di dalam areal kerja Hutan Desa untuk menanam tanaman 
markisa. Jumlah rumah tangga petani yang telah mengelola unit usaha tanaman markisa 
sebanyak 12 kepala keluarga (KK). Jenis markisa yang ditanam adalah Markisa Kuning 
(Passiflora flavicarva). Produksi buah markisa rata-rata 20- 30 buah/pohon. Buah markisa  dijual 
ke pedagang pengumpul desa dalam bentuk gelondongan dengan harga rata-rata sebesar Rp. 
500,-/buah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai produksi Hutan Desa Pattaneteang dari produksi kopi dan markisa tersebut di atas 
adalah rata-rata sebesar Rp. 62.038.750,-/tahun. Biaya produksi total yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan dua produk tersebut adalah sebesar Rp. 3.711.800,-/tahun. Dengan demikian, 
nilai manfaat ekonomi hutan bagi masyarakat Desa Pattaneteang dari kedua produk tersebut 
adalah sebesar Rp. 58.326.950,-/tahun. 
2) Pemungutan Madu Lebah 
Sebelum kawasan hutan di Desa Pattaneteang ditetapkan sebagai areal kerja Hutan 
Desa, masyarakat telah mengelola unit usaha madu lebah dari hutan. Produksi madu dari hutan 
sebesar 750 sampai 1000 botol setiap tahun. Dengan harga rata-rata madu sebesar Rp. 
Gambar 11.  Dua titik lokasi areal Hutan Desa Pattaneteang,Kab. Bantaeng 
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100.000,-botol, maka unit usaha pemungutan madu lebah dari areal kerja Hutan Desa telah 
memberikan nilai ekonomi masyarakat Desa Pattaneteang sebesar Rp. 75.000.000,-   sampai 
Rp. 100.000.000,- setiap tahun. 
3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang telah dikelola oleh masyarakat di Desa 
Pattaneteang adalah pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi pembangkit listrik 
mikrohidro. Aliran air dari Sungai Kulepang yang hulunya berada pada salah satu blok 
pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang (yaitu Blok Daulu) telah diusahakan oleh masyarakat 
sebagai sumber energi pembangkit listrik mikrohidro. Sebagai gambaran adalah, unit usaha 
mikrohidro yang dikelola oleh satu kelompok masyarakat di Dusun Biringere, Desa 
Pattaneteang, memiliki kapasitas 10.000 kWh. Apabila energi listrik sebesar 10.000 kWh 
tersebut diproduksi melalui pembangkit listrik tenaga diesel, dibutuhkan bahan bakar minyak 
berupa solar sebesar 79,2 liter/hari, setara dengan nilai uang sebesar Rp. 356.400,-/hari (asumsi 
harga satu liter solar Rp. 4.500,-). Dengan demikian, pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang 
memberikan nilai secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pattaneteang sebesar Rp. 
356.400,-/hari dalam bentuk biaya substitusi bahan bakar minyak solar untuk memproduksi 
energy listrik sebesar 10.000 kWh. Sebagian dari nilai substitusi tersebut seharusnya dibayarkan 
ke BUMDes Sipakainga sebagai lembaga pengelola Hutan Desa Pattaneteang yang bertanggung 
jawab untuk menjaga kelestarian catchment area ‘Suangi Kulepang. 
c. Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Kelurahan Campaga 
Unit usaha yang dikelola oleh masyarakat di dalam areal kerja Hutan Desa Campaga 
adalah pemungutan buah pangi (Pangium edule) dan buah kemiri (Aleurites moluccana). Unit 
usaha pemungutan buah pangi dikelola oleh 17 kepala keluarga (KK) dengan total produksi rata-
rata sebesar 917 kg setiap tahun. Pemanenan buah pangi dilakukan pada awal musim hujan 
yaitu bulan November. Pemanenan dilakukan responden dengan cara mengumpulkan buah 
pangi yang sudah masak dan jatuh dari pohonnya. Sebagian petani mengumpul buah pangi 
dengan mengunduh atau memetik buah dari tangkainya. Buah yang masak, cukup mudah 
dikupas untuk diambil bijinya. 
Unit usaha pemungutan buah pangi menjadi sumber penghasilan tambahan bagi 
masyarakat. Biji pangi digunakan masyarakat sebagai bumbu masak dan bahan pengawet ikan 
dan daging. Untuk mengolah menjadi bumbu masak, buah pangi dicuci kemudian direbus. 
Setelah itu dikeluarkan kulitnya lalu disimpan beberapa minggu sampai isinya berwarna coklat 
dan berlemak yang disebut biji keloa. Biji dijual di pasar dengan harga Rp.200,-/biji. Sedangkan 
pengelolaan sebagai pengawet ikan dan daging, dilakukan dengan cara daging biji buah pangi 
dicincang halus dan dijemur selama 2-3 hari. Masyarakat menjual  bahan pengawet tersebut di 
pasar lokal dengan harga sebesar Rp.3.000,-/liter. Masyarakat di Kelurahan Campaga sudah 
tidak asing lagi dalam menggunakan kaloa (hasil olahan buah pangi) sebagai bahan pengawet 
makanan alami, karena selain menambah cita rasa masakan juga tidak berbahaya bagi 
kesehatan dibandingkan dengan penggunaan bahan pengawet kimia seperti formalin. 
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Unit usaha pemungutan buah kemiri dikelola oleh 5 rumah tangga dengan total 
produksi 280 liter setahun. Buah kemiri yang terdapat pada Hutan Desa Campaga tumbuh di 
pinggiran Hutan Desa yang berbatasan dengan lahan kebun masyarakat. Adanya sumber daya 
buah kemiri yang dapat bernilai ekonomi dengan pemasaran yang cukup baik, membuat petani 
memanfaatkan hasil hutan tersebut sebagai salah satu unit usaha di Hutan Desa. Kegiatan 
usaha pemanfaatan buah kemiri yang dilakukan masyarakat Kelurahan Campaga merupakan 
pekerjaan sampingan, pekerjaan utama mereka adalah sebagai petani. Masyarakat dapat 
memungut biji kemiri rata-rata sebanyak 58 kg/tahun dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 
224.000,-/tahun/KK. Buah kemiri dijual oleh petani kepada pedagang pengumpul desa dalam 
bentuk biji yang belum dipecah dengan harga Rp.4.000,-/kg. Nilai ekonomi Hutan Desa 
Campaga dari pemungutan buah pangi dan kemiri mencapai Rp 3.871.000,-/tahun. 
2. Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat di Daerah Hilir   
a. Penyediaan Air Minum  
Permintaan air minum di Kabupaten Bantaeng selama dua tahun terakhir semakin 
meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk.  
Permintaan air minum masyarakat Kabupaten Bantaeng pada tahun 2010 sebesar  1.516.682 
m3, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 1.591.913 m3. Jumlah pelanggan juga meningkat pada 
tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 9.102 pelanggan dan tahun 2011 meningkat menjadi 
9.549 pelanggan.  Banyaknya jumlah penduduk yang terlayani pada tahun 2010 sebesar 30,9 % 
dan pada tahun 2011 sebesar 32,42 %.  Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan air untuk 
kebutuhan masyarakat semakin meningkat tiap tahun. 
Hutan Desa Campaga memberikan kontribusi yang besar terhadap suplai air baku PDAM 
Kabupaten Bantaeng yaitu sebesar 15,4%. Total debit air yang masuk ke PDAM yaitu 130 
liter/detik, disuplay dari enam sumber yaitu, Campaga sebesar 20 liter/detik, Eremerasa 40 
Gambar 12. Pengolahan Pangi di Hutan Desa Kelurahan Campaga 
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liter/detik, Mandaraki 20 liter/detik, Sinoa 20 liter/detik, Kayu Loe 10 liter/detik dan Bonto-
bonto 20 liter/detik.   
Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Bantaeng, air baku yang berasal dari Sungai 
Campaga adalah sebesar 20 liter/detik atau sekitar 1.728.000 liter/hari. Pada tahun 2010 
volume air yang terjual dari PDAM Bantaeng sebesar 1.516.688 m3 dan pada tahun 2011 air 
yang terjual 1.591.913 m3. Ini menunjukkan bahwa konsumsi air oleh masyarakat meningkat 
setiap tahun. Dengan menggunakan harga rata-rata air PDAM sebesar Rp.2.884/m3, maka nilai 
manfaat total air PDAM Bantaeng rata-rata sebesar Rp. 8.965.205.284/tahun. Kontrobusi Hutan 
Desa Campaga terhadap nilai manfaat total PDAM tersebut adalah sebesar Rp. 
1.380.641.613/tahun. Hal ini mengambarkan bahwa PDAM mendapatkan manfaat yang besar 
dari air yang berasal dari Sungai Campaga. Oleh karena itu keberadaan sungai yang berada di 
hulu tersebut harus dijaga kelestariannya, sehingga PDAM tetap mendapat suplai air dari 
Sungai Campaga secara berkelanjutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Penyediaan Air Irigasi Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng 
Nilai air irigasi pada tulisan ini diidentifikasi dari nilai produksi areal sawah yang 
menggunakan air irigasi dari Sungai Campaga, yang catchment areanya berada di areal kerja 
Hutan Desa Campaga. Aliran air dari catchment area Sungai Campaga mengaliri sawah 
masyarakat melalui tiga daerah irigasi yaitu, daerah irigasi Palaguna, daerah irigasi Tombolo I, 
dan daerah irigasi Babangtangayya atau juga disebut sebagai daerah irigasi Taruttu. 
1) Daerah Irigasi Palaguna 
Daerah irigasi Palaguna memiliki debit air 5.000 liter/detik, mampu mengairi areal 
persawahan masyarakat seluas + 400 ha. Air yang berasal dari daerah irigasi  Palaguna pertama 
kali dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Barua tepatnya di kampung Cagulu, kemudian air 
Gambar 13. Sungai di Hutan Desa Campaga sebagai  salah satu sumber air PDAM dan Irigasi 
untuk 5 Desa/Kelurahan di sekitarnya (Sumber Foto: Amran Achmad) 
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tersebut mengalir sebahagian ke sungai Biangkeke I dan selebihnya mengalir ke kampung 
Bogoro. Dari kampung Bogoro, air kemudian mengalir ke kampung Jambu-jambu di Kelurahan 
Tana Loe, selanjutnya air mengalir ke Desa Lumpangan tepatnya di  Kampung Bate Balla, yang 
kemudian berakhir ke laut lepas. Deskripsi penggunaan air irigasi pada desa-desa di wilayah 
irigasi Palaguna  diuraikan sebagai berikut: 
a) Penggunaan Air Irigasi oleh Masyarakat Desa Barua 
Air irigasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Barua bersumber dari Bendung Siri’ 
dimana catchment areanya adalah pada areal kerja Hutan Desa Campaga. Masyarakat Desa 
Barua memiliki ketergantungan yang sangat tinggi atas keberlanjutan ketersediaan air irigasi 
dari Bendung Siri’, yaitu terdapat sebanyak 300 petani di desa ini, mata pencaharian utamanya 
adalah petani sawah, dengan luas rata-rata 0,79 ha/KK. 
Sebelum dibangun bendung Siri’, masyarakat Desa Barua hanya menanam padi satu kali 
dalam satu tahun di sawah mereka. Setelah bendung tersebut dibangun, pola tanam 
masyarakat di sawah berubah yaitu, padi - padi - palawija. Artinya adalah dalam satu tahun 
masyarakat menanam padi dua kali dan menanam tanaman palawija satu kali. Jenis palawija 
yang ditanam oleh masyarakat adalah kacang tanah. 
Produktivitas sawah irigasi di Desa Barua rata-sebesar 8.884,66 kg/ha/tahun beras dan 
sebesar 934,92 kg/ha/tahun kacang tanah. Dengan harga jual beras pada saat panen rata-rata 
sebesar Rp. 3.500,-/kg dan harga kacang tanah sebelum dikupas sebesar Rp. 4.000,-/kg maka 
nilai produksi sawah irigasi adalah sebesar Rp. 34.915.343,92,-/ha/tahun, terdiri atas nilai 
produksi beras sebesar Rp. 31.096.296,- dan nilai produksi kacang tanah sebesar Rp. 
3.818.836,-. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan selama tiga kali panen oleh 
responden adalah Rp.1.417.037,-/ha/tahun. Dengan demikian, nilai produksi bersih dari areal 
sawah irigasi sebesar Rp. 33.498.095,-/ha/tahun. 
 
Manfaat Air Irigasi untuk Persawahan dan Perkebunan di Desa Berua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 14. Manfaat air irigasi dari Hutan Desa Campaga untuk desa/kelurahan di sekitarnya 
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Sebelum jaringan irigasi dibuat, masyarakat di Desa Barua hanya menanam jenis 
tanaman jagung yang memiliki masa panen 2 kali panen di lahan persawahannya saat ini. 
Sumber air yang dipakai masyarakat juga berasal dari Sungai Campaga untuk melaksanakan 
kegiatan pertanian jagung, namun masyarakat pada saat itu lebih mengandalkan air hujan. 
Dengan pola tanam tersebut maka nilai produksi areal sawah sebelum adanya air irigasi adalah 
sebesar Rp.14.400.000,-/ha/tahun, dan dengan biaya produksi sebesar Rp. 912.000,-/ha/tahun, 
maka nilai pendapatan bersih dari areal sawah tanpa irigasi adalah sebesar Rp. 13.488.000,-
/ha/tahun. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai areal sawah yang sama setelah 
adanya air irigasi yakni sebesar Rp. Rp. 33.498.095,-/ha/tahun. Dapat pula dikatakan bahwa 
nilai air irigasi terhadap produksi areal sawah di Desa Barua adalah sebesar Rp. 20.010.095,-
/ha/tahun. 
b) Kelurahan Tanaloe 
Luas sawah yang dikelola oleh masyarakat Kelurahan Tanaloe antara 0,05 ha sampai 
dengan 1,0 ha, namun demikian, sebagian besar (66,6%) masyarakat memiliki luas sawah 1,0 
ha. Produktivitas sawah masyarakat sangat tergantung kepada tersedianya air irigasi.  
Frekwensi panen pada sawah yang diairi dengan air irigasi adalah 3 kali panen, terdiri atas dua 
kali panen padi dan satu kali panen kacang tanah. Pendapatan rata-rata responden dari usaha 
tani sawah tersebut adalah sebesar Rp.36.284.000,-/KK/tahun atau sama dengan 
Rp.3.023.666,-/KK/bulan. 
Rata-rata produksi padi responden di Desa Tanaloe dari sawah irigasi sebesar 2.072 
kg/ha/tahun beras dan produksi kacang tanah sebesar 2.000 kg/ha/tahun. Dengan harga jual 
beras pada saat panen rata-rata sebesar Rp.3.200,-/kg dan harga kacang tanah kupas sebesar 
Rp.16.000,-/kg, maka nilai produksi sawah irigasi di desa ini sebesar Rp.45.260.800,-/ha/tahun, 
terdiri dari nilai produksi beras sebesar Rp.13.260.800,- dan nilai produksi kacang tanah sebesar 
Rp.32.000.000,-/ha/tahun. Biaya produksi padi rata-rata sebesar Rp.1.720.000,-/ha/tahun. 
Dengan demikian, nilai produksi bersih areal sawah irigasi sebesar Rp.43.540.800,-/ha/tahun. 
Sebelum jaringan irigasi dibuat, masyarakat Desa Tanaloe hanya menanam dua kali 
dalam setahun karena kekurangan air. Jenis yang ditanam adalah padi dan jagung. Nilai 
produksi sawah sebelum adanya air irigasi rata-rata sebesar Rp.12.630.400,-/ha/tahun, dengan 
biaya produksi yang sama dengan biaya produksi sawah irigasi, maka nilai pendapatan bersih 
sawah yang tidak dialiri air irigasi adalah sebesar Rp.9.192.000,-/ha/tahun. Nilai ini jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan nilai areal sawah yang sama setelah adanya air irigasi yakni 
sebesar Rp.43.540.800,-/ha/tahun sehingga dapat pula dikatakan bahwa nilai air irigasi 
terhadap produksi areal sawah di Desa Tanaloe adalah sebesar Rp.34.348.800,-/ha/tahun. 
c) Desa Lumpangan 
Masyarakat Desa Lumpangan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 
Masyarakat sangat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian padi. Untuk mengairi 
sawah masyarakat sangat tergantung terhadap kedua bendung yang mengairi sawah mereka, 
yang berasal dari hutan lindung Campaga. Jumlah petani pengguna air irigasi di desa ini 
sebanyak 300 orang. 
Tanaman pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat adalah padi dan kacang tanah. 
Frekuensi panen sebanyak tiga kali setelah adanya airi irigasi, yaitu dua kali panen padi dan satu 
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kali panen kacang tanah. Produksi padi di desa ini rata-rata sebesar 4.023 kg/ha/tahun dan 
kacang tanah 3.366 kg/ha/tahun. Harga padi sebesar Rp. 2.300,-/kg. Harga ini relatif murah bila 
dibandingkan dengan harga padi di Kabupaten Bantaeng yaitu Rp.3000,-/kg, sedangkan harga 
kacang tanah  (kacang tanpa kulit) sebesar Rp. 16.000,-/kg. Nilai produksi sawah irigasi di desa 
ini sebesar Rp. 79.616.000,-/ha/tahun. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani rata-
rata sebesar Rp.2.765.076,-/ha/tahun,sehingga nilai produksi bersih untuk sawah irigasi adalah 
sebesar Rp.76.850.923,-/ha/tahun. Sebelum adanya irigasi, masyarakat di Desa Lumpangan 
menanam padi satu kali dan jagung satu kali. Nilai produksi sawah sebelum adanya irigasi hanya 
mencapai Rp.18.674.666,-/ha/tahun, dengan biaya produksi rata-rata sebesar Rp. 3.646.676,-
/ha/tahun, sehingga nilai produksi bersih sawah tanpa irigasi rata-rata sebesar Rp.15.027.990,-
/ha/tahun. 
 Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa nilai produksi sawah irigasi sebesar 
Rp.76.850.923,-/ha/tahun dan nilai produksi sawah tanpa irigasi sebesar Rp.15.027.990,-
/ha/tahun, sehingga nilai manfaat air irigasi di Desa Lumpangan adalah Rp.  61.822.933,-
/ha/tahun. Nilai manfaat air tersebut akan diperoleh seara berkelanjutan apabila kawasan 
hutan di wilayah catchment area Hutan Desa Campaga dapat dikelola dengan baik.   
2) Daerah Irigasi Tombolo I 
Daerah Irigasi Tombolo I memiliki debit air 320 liter/detik, mengairi areal persawahan 
seluas + 35 ha di Dusun Palanjong, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke. Luas areal 
sawah yang dikelola petani antara 0,34 ha - 2,0 ha dan sebagian besar (42,2%) petani memiliki 
luas sawah kurang dari 0,5 ha. Masyarakat  dapat menanam dan memanen padi dua kali 
setahun dan menaman kacang tanah satu kali setahun setelah mendapatkan air irigasi. Di 
Dusun Palanjong terdapat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada masing-masing blok 
yaitu, di Blok I sebanyak 42 orang anggota, di Blok II sebanyak 47 orang, dan di Blok III sebanyak 
71 orang.  
Produksi padi pada areal sawah irigasi di desa ini adalah sebesar 1.070 liter/ha/tahun 
dan kacang tanah sebesar 1.363 liter/ha/tahun. Nilai produksi sawah irigasi rata-rata sebesar 
Rp. 5.347.929,-/KK/ha/tahun, sedangkan nilai produksi kacang tanah rata-rata sebesar                
Rp 16.353.138,-/KK/ha/tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk tanaman padi merupakan biaya 
pembelian benih, pupuk, pestisida, pajak dan jasa transportasi dengan rata-rata sebesar                  
Rp. 1.430.543,-/KK/ha/tahun. Pendapatan bersih dari areal sawah irigasi sebesar Rp. 
296.606.073,-/tahun dengan rata-rata Rp. 11.483.007,-/KK/ha/tahun. 
Sebelum jaringan irigasi dibuat, masyarakat di Dusun Pallanjong hanya menanam satu 
kali dalam setahun yaitu pada musim hujan karena kekurangan air. Nilai produksi sawah 
sebelum adanya air irigasi rata-rata sebesar Rp.69.068.500,-/tahun atau rata-rata sebesar Rp. 
2.673.964,-/KK/ha/tahun. Nilai bersih produksi sawah sebelum adanya air irigasi rata-rata 
sebesar Rp. 1.243.421,-/KK/ha/tahun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai 
produksi bersih sawah yang diairi dengan air irigasi. 
Sawah tanpa irigasi merupakan pembanding untuk memperoleh nilai sawah irigasi. Nilai 
produksi sawah irigasi Dusun Pallanjong sebesar Rp.21.701.067,-/KK/ha/tahun sedangkan nilai 
produksi sawah sebelum irigasi Rp.2.673.964,-/KK/ha/tahun, sehingga nilai manfaat air irigasi di 
Dusun Pallanjong adalah Rp. 19.027.102,-/KK/ha/tahun. 
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3) Daerah Irigasi Babangtangayya atau Daerah Irigasi Taruttu 
Kampung Taruttu adalah salah satu daerah di Kelurahan Campaga yang seluruh 
kebutuhan air penduduknya disuplai dari daerah irigasi Babangtangaya. Debit air dari daerah 
irigasi ini adalah sebesar 45 liter/detik, mengairi areal persawahan masyarakat di Kampung 
Taruttu seluas + 135 ha. Kebanyakan masyarakat Kampung Taruttu merupakan petani 
penggarap, dimana pemilik sawah yang digarap tersebut berdomisili di ibu kota Kelurahan 
Campaga. Luas areal yang dikelola responden bervariasi antara 0,1 ha sampai dengan 0,5 ha.  
Tanaman pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat adalah padi dan kacang tanah. 
Frekuensi panen sebanyak tiga kali, dua kali ditanami padi dan satu kali ditanami kacang tanah. 
Produksi padi di desa ini adalah sebesar 1.054 liter/ha dan kacang tanah sebesar 1.489 liter/ha. 
Untuk sawah irigasi nilai produksi sawah sebesar Rp.27.920.000,-/tahun dengan nilai produksi 
rata-rata sebesar Rp.5.267.925,-/KK/ha/tahun. Sedangkan nilai produksi kacang tanah sebesar 
Rp.78.600.000,-/tahun dengan nilai produksi rata-rata sebesar Rp 17.863.636,-/KK/ha/tahun. 
Biaya produksi padi sebesar Rp.7.778.267,-/tahun dengan biaya rata-rata sebesar Rp. 
1.467.597,-/KK/ha/tahun. Nilai produksi bersih sawah irigasi sebesar Rp. 98.741.733,-/tahun 
dengan rata-rata sebesar Rp.21.663.963.-/KK/ha/tahun. 
Sebelum jaringan irigasi dibuat, masyarakat di Kampung Taruttu hanya menanam satu 
kali dalam setahun yaitu pada musim hujan karena kekurangan air. Jenis yang ditanam adalah 
padi. Untuk sawah sebelum irigasi nilai manfaat produksi yang diperoleh masyarakat sebesar 
Rp. 18.613.333,-/tahun dengan rata-rata Rp 3.511.950,-/KK/ha/tahun.  Biaya yang dikeluarkan 
sama seperti biaya pada sawah irigasi yaitu biaya benih, pupuk, pestisida, pajak dan jasa 
transportasi yaitu Rp.7.778.267,-/tahun dengan rata-rata Rp.1.467.597/KK/ha/tahun, sehingga 
pendapatan masyarakat di Kampung Taruttu sebelum adanya irigasi adalah Rp. 10.835.067,-
/tahun atau rata-rata Rp.2.044.352,-/KK/ha/tahun. Pendapatan yang diperoleh lebih sedikit 
dibandingkan dengan sawah irigasi. Hal ini disebabkan karena pada sawah sebelum irigasi 
masyarakat hanya panen sebanyak satu kali. 
Sawah tanpa irigasi merupakan pembanding untuk memperoleh nilai sawah irigasi. Nilai 
produksi sawah irigasi Kampung Taruttu sebesar Rp.23.131.561,-/KK/ha/tahun sedangkan nilai 
produksi sawah sebelum irigasi Rp.3.511.950,-/KK/ha/tahun, sehingga nilai manfaat air irigasi di 
Dusun Pallanjong adalah Rp.19.619.611,-/KK/ha/tahun. 
 
3. Nilai Strategis Antar Kabupaten 
 
Luas areal kerja Hutan Desa Kabupaten Bantaeng adalah 704 ha, tersebar pada tiga 
desa/kelurahan di Kecamatan Tompobulu. Luas Hutan Desa pada masing-masing desa adalah  
seluas 342 ha di Desa Labbo, seluas 339 ha di Desa Pattaneteang, dan seluas 23 ha di Kelurahan 
Campaga. Seluruh areal kerja Hutan Desa tersebut adalah kawasan hutan lindung. Penutupan 
kawasan hutan didominasi hutan sekunder sebesar 71,7% dan sebesar 28,3% bervegetasi 
semak belukar. Kondisi ini menunjukkan kawasan hutan tersebut telah mengalami degradasi 
sebesar 28,3% sehingga tidak optimal dalam mengemban fungsinya sebagai kawasan hutan 
lindung. Secara makro,  bentang lahan kawasan Hutan Desa Kabupaten Bantaeng seluruhnya 
mempunyai kelerengan lebih besar dari 40 persen, meskipun secara mikro, pada tempat-
tempat tertentu terdapat spot-spot kecil lahan dengan kelerengan datar sampai landai. 
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Kawasan Hutan Desa tersebut memiliki nilai strategis bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Bulukumba karena seluruhnya berada pada wilayah tangkapan hujan (catchment 
area) Sub DAS Biyangloe dan Sub DAS  Bajang Bialo. 
Nilai strategis ekologis terkait dengan jaminan keberlangsungan dan keberlanjutan 
fungsi-fungsi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.Pada dasarnya, pemerintah masih 
meragukan kapasitas masyarakat untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan lestari, 
meskipun pada banyak kasus, masyarakat telah berhasil membangun hutan. Aktifitas yang 
dilakukan oleh masyarakat selama ini sebenarnya banyak yang mendukung  pengelolaan hutan 
lestari. Para Pihak hendaknya memotret aktifitas-aktifitas positif yang mereka lakukan dan 
menfasilitasinya untuk mendapatkan hak-hak pengelolaan yang legal serta memperkuat 
kapasitasnya untuk mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan. 
Pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat melalui skema pengelolaan hutan desa, 
hanyalah prasyarat awal bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan hutan lestari. 
Untuk mencapai tujuan kelestarian fungsi-fungsi hutan, pengelola hutan desa harus melakukan 
langkah-langah nyata pengelolaan hutan di lapangan yaitu menata areal kerja hutan desa 
menjadi blok-blok dan petak-petak pengelolaan, menyusun rencana pengelolaan hutan, 
memanfaatkan hasil hutan yang ada di dalam areal kerja hutan desa, merehabilitasi lahan-lahan 
kritis, serta  kegiatan perlindungan dan konservasi alam.  Lembaga pengelola hutan desa di 
Kabupaten Bantaeng telah menyusun rencana pengelolaan hutan dan menata areal kerja hutan 
desa menjadi blok-blok dan petak-petak pengelolaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 15. Contoh Penataan Areal Kerja Hutan Desa Labbo 
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Masyarakat menata areal kerja hutan desa berdasarkan potensi pada setiap areal. 
Sebagai contoh, areal kerja hutan desa Labbo ditata menjadi tiga blok pengelolaan yaitu Blok 
Pattiroang, Blok Batu Lappa, dan Blok Saroanging. Pada setiap blok, telah ditata menjadi petak-
petak pengelolaan untuk tujuan pemanfaatan tertentu, misalnya petak agroforestry kopi, petak 
pengelolaan madu dan markisa, petak perlindungan Anoa, petak pengelolaan rotan dan banga, 
serta petak yang akan dipertahankan sebagai hutan alam. Penataan tersebut telah disepakati 
dengan petani pengelola hutan desa dan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan 
pengelolaan. 
Sub DAS Biyangloe, hulu sungainya berasal dari hulu Sungai Biyangloe yang terletak 
pada kawasan hutan di Desa Bontolojong, Desa Pa’bumbungan, Desa Kampala, dan Desa Labbo. 
Daerah tengah tangkapan hujannya terletak di Desa Bontotappalang, Kelurahan Campaga dan 
Desa Barua. Sedangkan daerah hilirnya mencakup desa-desa di daerah pantai pada dua 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Pa’jukukang  dan Kecamatan Bantaeng. Aliran air sungai dari Sub 
DAS Biyangloe telah dimanfaatkan sebagai sumber utama air baku bagi Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng, sumber air baku perusahaan air kemasan di Kabupaten 
Bantaeng, sumber air sawah masyarakat terutama masyarakat Desa Barua Kecamatan 
Eremerasa. Sedangkan Sub DAS Bajang Bialo hulu sungainya berasal dari hulu Sungai Bajang 
Bialo yang terletak di Desa Bontolojong Kecamatan Uluere dan Desa Pattaneteang Kecamatan 
Tompobulu. Aliran air dari sungai ini sebagian besar mengalir ke wilayah Kabupaten Bulukumba 
dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air irigasi. 
 Sungai Bialo merupakan salah satu dari tiga sungai besar yang melintas di Kabupaten 
Bulukumba. Dua sungai lainnya adalah Sungai Bijawang dan Sungai Balantieng. Sungai Bialo 
bermuara di Kasimpureng dan kedua sungai lainnya bermuara di Teluk Biangkeke. Sungai Bialo 
berhulu di Kabupaten Bantaeng tetapi aliran sungainya menuju ke Kabupaten Bulukumba. 
Desa-desa yang dilewati oleh Sungai Bialo adalah Desa Bonto Raja, Bonto Masila, Kelurahan 
Jalanjang, Desa Padang, Desa Benteng Gattareng dan Desa Bontomacinna. Sungai Bialo 
merupakan hulu dari 12 pengairan yang mengairi areal persawahan di Kecamatan Gantarang. 
Untuk mengelola aliran air  dari sungai Bialo dibentuk lembaga P3A (Perkumpulan Petani 
Pemakai Air). Lembaga P3A menarik pajak dari anggotanya berupa bagi hasil dari panen padi. 
Istilah yang mereka gunakan adalah "Belle" (kaleng). Jika sawah petani memakai 5 belle benih, 
maka pajak yang ditarik adalah setara dengan 1 belle. Pajak tersebut digunakan untuk 
memelihara saluran pengairan serta honor pengelola. 
 Pada tahun 1980 sekelompok masyarakat di Kabupaten Bantaeng membuat bendungan 
di Kulepang (Kabupaten Bantaeng) untuk membendung Sungai Bialo dan dialirkan ke Bantaeng, 
namun Kepala Desa Benteng Gattareng bersama masyarakat kemudian menimbun bendungan 
tersebut dan mengalirkan sungai Bialo ke Bulukumba kembali. Pada tahun 2000-an wacana 
pembagian aliran Sungai Bialo kembali dimunculkan antara Pemkab Bantaeng dan Pemkab 
Bulukumba. Pada saat Rapat dengan Anggota DPR Bulukumba, Bupati Bulukumba (Andi Bakri 
Tandaramang) mempertanyakan status Hulu Sungai Bialo. Kemudian setelah mempertemukan 
Kepala Desa Benteng Gattareng (Andi Muin Abti) , Bupati Bantaeng (Andi Mallingkai) dan Bupati 
Bulukumba (Andi Bakri Tandaramang), rapat kemudian memutuskan untuk membagi aliran 
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sungai Bialo namun pada saat itu belum ada kesepakatan berapa persentase pembagian aliran 
sungi tersebut. 
 Pada Era pemerintahan Dr.Ir.Nurdin Abdullah, sungai Bialo kembali disoroti untuk 
diwacanakan pembagian alirannya, karena Kabupaten Bantaeng berkepentingan untuk 
membuat sawah baru dan membuat beberapa areal persawahannya yang selama ini 
merupakan sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi. Setelah melalui perundingan antara 
Pemkab Kabupaten Bantaeng dan Pemkab Kabupaten Bulukumba dicapai kesepatakan untuk 
membagi aliran Sungai Bialo yaitu Kabupaten Bantaeng mendapat jatah 30 % sedangkan 
Kabupaten Bulukumba mendapat jatah 70%. 
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